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RINGKASAN

Danita Adriani, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Desember 2012,HAMBATAN DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT
HAK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
(Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung), Dr.lwan Permadi,
SH. M.Hum., Amelia Srikusumadewi, SH. Mkn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hambatan dalam proses balik
nama sertipikat hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pilihan tema
tersebut dikarenakan didasari di dalam kehidupan masyarakat tanah merupakan
kebutuhan yang sangat penting dan dengan berjalannya waktu tanah akan dapat dialihkan
kepemilikannya dari pemilik yang satu kepada pemilik yang lain.Peralihan hak atas tanah
dapat dilakukan dengan berbagal cara pada umunya dilakukan dengan cara jua beli.
Mengenai persyaratan pemindahan hak telah diatur di dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam praktek
peralihan hak atas tanah, bahwa ternyata masyarakat tidak selalu melakukan pembayaran
secara tunai tetapi biasanya juga dilakukan dengan cara mencicil. Untuk melindungi
pihak pembeli yang telah membayarkan cicilan karena balik nama belum bisa dilakukan
maka para pihak sering kali menjembatani dengan membuat perjanjian pengikatan jual
beli baik yang dibuat dengan akta notariil maupun dengan akta dibawah tangan seperti
halnya yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Namun terjadi
banyak hambatan dalam proses balik nama ketika cicilan telah lunas dibayarkan oleh
pembeli.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana
pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan menggunakan pengikatan jual beli di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung ? (2) Apa saja hambatan yang terjadi dalam
proses balik nama sertipikat hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli di
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung? (3)Apa upaya penyelesaian yang dilakukan
untuk menyel esaikan hambatan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah melalui
Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder akan dianalisis dengan
menggunakan teknis deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data-data, bahan-
bahan, inforrmasi hasil wawancara dari nara sumber yang terkait didalam proses
penelitian peralihan hak atas tanah melaui perjanjian pengikatan jual beli dan dianalisis
sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa masyarakat Kabupaten
Tulungagung banyak mengalami hambatan-hambatan dalam proses balik nama sertipikat
hak atas tanah. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah tidak dapat dilakukan
proses balik nama dikarenakan penjual dan ahli waris tidak ditemukan, penjual tanah
menghilang dan sengketa yang terjadi diantara para ahli waris. Dari hasil penelitian ini
ada beberapa upaya penyel esaian yang ditempeuh secaralitigasi maupun non litigasi.

vii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan masyarakat tanah merupakantlkledn yang sangat
penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusiaalf érmasuk salah satu sumber
daya alam nonhayati yang penting untuk menunjangumpduhan penduduk dan
sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis makhidkp. Tanah merupakan
kebutuhan mutlak untuk manusia, karena tanah mkamptempat dimana manusia
tinggal untuk menjalani hidupnya dan tempat untaknpuatan berbagai usaha untuk
mencari nafkah sebagai kebutuhan hidup manusiasiDesn tanah juga merupakan
tempat hidup untuk makhluk Tuhan yang lain yaitmataan maupun binatang.
Biasanya tanah digunakan untuk pembuatan usahagaelparkebunan ataupun
sebagai peternakan dan untuk usaha-usaha lainry@ahTmemiliki sifat, yaitu
merupakan satu-satunya benda yang kekayaan meskipngalami keadaan yang
bagaimana pun akan masih bersifat tetap dalam &easkperti semula dan bahkan
menjadi lebih menguntungkan dengan berjalannya wakenguasaan tanah harus
dapat diupayakan semaksimal mungkin untuk dapaingkatkan kesejahteraan hidup
manusia. Dengan banyaknya fungsi tanah untuk kphidumanusia maka setiap
individu harus dapat menjaga kepemilikan tanah yd@ingliki. Tanah dalam jangka

1



waktu sampai kapanpun akan selalu dibutuhkan uieidupan manusia dan
kehidupan makhluk Tuhan yang lainnya, dan kebutuhaah untuk manusia pasti
akan sangat berkembang fungsinya.

Di dalam kehidupan manusia saling ada keterkatdara manusia yang satu
dengan yang lain, dan dengan berjalannya waktulasipkehidupan maunusia pasti
akan bertambah. Oleh karena populasi bertambah edek@ mempengaruhi tingkat
kebutuhan manusia yang semakin bertambah juga, a naalah sebagai kebutuhan
hidup akan dapat dialihkan kepemilkannya, dari fiknyang satu kepada pemilik
yang lain. Dialihkannya kepemilikan tanah dapatbébkan oleh beberapa hal, dapat
digunakan pembukaan usaha-usaha baru atau pembigstgat tinggal manusia
ataupun digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yaimy tengan berkembangnya
waktu peralihan kepemilikan tanah akan sering dekarena kebutuhan manusia juga
akan berkembang banyak. Peralihan kepemilikan t@ungdn diatur oleh hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimatapsnegara akan memiliki
hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dengan tasam kepemilikannya

Peralihan kepemilikan tanah dapat diartikan selj@gyalihan atau pemindahan
hak atas tanah yang merupakan suatu perbuatan hyguognbertujuan memindahkan
hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengjalihkannya suatu hak, maka
dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adangtu querbuatan hukum yang
disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksedindahkan hak miliknya
kepada orang lain. Dengan demikian pemindahannkariig tersebut diketahui atau

diinginkan oleh pihak-pihak yang melakukan kesetmkaPeralihan hak atas tanah



dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu y@ng sangat sering terjadi
didalam peralihan hak atas tanah adalah dengan gueakan cara jual-beli,

masyarakat sering sekali melakukan transaksi jakltdnah didalam hal peralihan hak
atas tanah, tidak menutup kemungkinan transaksibgla tanah tersebut memuat
berbagai isi-isi perikatan atau kesepakatan yday tisepakati oleh pihak-pihak yang
bersangkutan. Mengenai persyaratan pemindaharneklak diatur di dalam Pasal 37
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1@9ifahg Pendaftaran Tanah yang

menyatakan sebagai berikut :

(1) “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwamah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukdalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak yajnn
kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapdaftarkan,
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPA3dng
berwenang menurut ketentuan peraturan perundangiugan
yang berlaku.*

Pada keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daemaént@l dan belum ditunjuk
PPAT sementara sebagaimana dimaksud di dalam B&sayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Untuk memudahkan rakyat melaksanakan
perbuatan hukum mengenai tanah maka di dalam B#salat (2) telah mengatur
bahwa “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yangtuliten oleh Menteri, Kepala
Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan halbatang tanah hak milik, yang

dilakukan di antara perorangan warga negara Ini®ryasg dibuktikan dengan akta

! peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasay&71
2 Untuk desa-desa dalam wilayah terpencil, Mentapiad menunjuk PPAT sementara



yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menuruypdd@ Kantor Pertanahan tersebut
kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendafe@aningdahan hak yang

bersangkutan”.

Demikian hal tersebut sebagaimana diatur dalamalP&3 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatdearah adalah sebagai
peraturan pelaksana dari ketentuan mengenai penaiaftli dalam Pasal 19 ayat (1) jo
23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang ParatBokok-Pokok Agraria

yang selanjutnya disebut dengan UUPA yang berbunyi

Pasal 19 (1) UUPA :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintahddian
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Inesia
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan tBma
pemerintah”

Pasal 23 UUPA :

“Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusngan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkenurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.”

Dengan adanya pengaturan-pengaturan yang selmagatelah ada dan diatur
di dalam undang-undang maka dapat disimpulkan bagbevalihan hak atas tanah
harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundatangan yang berlaku untuk
dapat memperoleh kekuatan hukum dan kepemilikadiayet dikatakan sah dimata
hukum. Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersefakia suatu peralihan hak atas
tanah harus dilakukan dengan menandatangani akédaPePembuat Akta Tanah

(PPAT) dan harus didaftarkan untuk dibalik namagana memperoleh suatu bukti



yang sah. Tanpa adanya akta yang dibuat oleh Rdpapabuat Akta tanah (PPAT),
maka peralihan hak atas tanah tersebut dianggak $@h karena tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Didalam jual beli tanah yang telah disepakati ghaha pihak akan dilakukan
proses penyerahan barang yang disebut deleyaning Leveringadalah suatu cara
yang dilakukan penjual dan pembeli untuk memindahkak milik barang dari
penjual ke pembeli dan barang yang diperjual beldapat diserahkan. Levering telah
diatur di dalam Pasal 616 KUHPerdata yang berblahwa: Penyerahan atau
penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengamgymeuman akta yang dengan

cara seperti yang ditentukan Pasal 620 KUHPerdata.

Levering menurut hukum perdata adalah merupakan perbuatimrh yang
ditempuh untuk memperoleh hak milik barang darijp&lan kepada pembeli apabila
barang belum diserahkan maka hak milik baranghetdgelum berpindah dari penjual
ke pembeli,levering menurut hukum Islam adalah penyerahan barang pdbak
penjual kepada pihak pembeli sesuai bentuk darajuiyding sudah disepakati . Dapat
diambil kesimpulan bahwéevering adalah suatu cara yang dilakukan penjual dan
pembeli untuk memindahkan hak milik barang darijp&nke pembeli dan barang

yang diperjualbelikan dapat diserahkan.

Untuk melakukan proses penyerah@evering) hak atas tanah dilakukan
dengan balik nama hak atas tanah. Dalam Pasal @ih@msi Balik Nama dinyatakan

bahwa dalam pembuatan akta balik nama karena g@lialrlbaka pembeli harus hadir



untuk menerangkan bahwa ia telah menerima penyertdraebut. Dengan adanya
ketentuan ini, maka peralihan hak karena jual deli penjual kepada pembeli terjadi
setelah akta balik nama dibuat. Hal ini berartivbatpendaftaran tanah merupakan
syarat mutlak bagi peralihan karena jual beli, sgyga dengan adanya ketentuan dalam
Pasal 20 Ordonansi Balik Nama tersebut, maka aldiabeli bukan lagi merupakan
salah satu sebab dari adanya peralihan hak. Séialual beli hanya menjadi salah
satu dasar hukum dari penyerahan, sedangkan @erahbk baru terjadi setelah

penyerahan dilaksanakan.

Dalam praktek peralihan hak atas tanah dengahbela bahwa ternyata
masyarakat tidak selalu melakukan pembayaran sdoam, tetapi biasanya juga
dilakukan dengan cara mencicil. Untuk melindunghai pembeli yang telah
membayarkan cicilan karena balik nama belum bilskuakan maka para pihak sering
kali menjembatani dengan membuat akta perjanjiargigatan jual beli. Di dalam
kenyataan di masyarakat ditemukan bentuk akta kaetagi jual beli tanah, biasanya
akta tersebut dikenal dengan istilah PPJB (Peganiengikatan Jual Beli ), PJB
(Pengikatan Jual Beli) ataupun 1B (lkatan Juali Beseperti hal nya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung ditemukan beberapgarakat yang melakukan
proses balik nama dengan melampirkan berkas akiB Fferjanjian pengikatan Jual
Beli) . Ketiga istilah PPJB (Perjanjian Pengikataral Beli), PJB (Pengikatan Jual

Beli) ataupun 1JB (lkatan Jual Beli) tersebut yasging muncul dalam masyarakat

3 Irawan SoerodjoK epastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indoneisa, Arkola, Jakarta, 2002, hal 76.



dan ketiga istilah tersebut mempunyai pengertiamgysama. Akta PPJB (Perjanjian
Pengikatan Jual Beli), PJB (Pengikatan Jual B&iyaun IJB (lkatan Jual Beli) adalah
suatu akta yang berisikan syarat perjanjian judil g akan terjadi apabila syarat

yang diperjanjikan telah terpenuhi.

Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli), PF@ngikatan Jual Beli)
ataupun 1JB (lkatan Jual Beli) dapat dibuat olan/dtau di hadapan notaris, serta
dapat juga dibuat dibawah tangan oleh para pihamh banyak masyarakat yang
tidak memahami tentang PPJB (Perjanjian PengikatahBeli), PJB (Pengikatan Jual
Beli) ataupun IJB (lkatan Jual Beli) , sehingga iakja berdampak terjadinya
permasalahan dan hambatan di dalam proses balilany@an Permasalahan yang
terjadi biasanya pada saat cicilan selesai dibayattau pembeli telah melunasi
pembayaran dan akan meneruskan dengan prosesbalik sertipikat ke atas nama

pembeli.

Terdapat beberapa permasalahan dan hambatan egadj di dalam proses
balik nama melalui perjanjian pengikatan jual Iselbagaimana yang terjadi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulungagung diantaranyahadala

Kasus Pertama . Permasalahan yang diakibatkan dalam PPJB (Penanjia
Pengikatan Jual Beli) yang dibuat dengan akta itent
oleh dan/atau di hadapan notaris tidak disertakes

menjual dan pada saat pelunasan pembayaran cicilan



Kasus Kedua

KasusKetiga

dari pihak pembeli selesai dibayarkan, penjualthaen
ahli warisnya maupun keluarga tidak diketemukan dan

ada kekurangan berkas SKW (Surat Keterangan Waris).

Permasalahan terjadi diakibatkan karena pihak pkmbe
pertama pada saat jual beli dengan pemilik tandk ti

menggunakan bukti tertulis, sehingga tidak dapat
membuktikan jual beli tersebut. Untuk membuktikan
maka pembeli mencari pemilik tanah dan didapati

informasi bahwa pemilik tanah tidak diketemukan.

Permasalahan yang terjadi adalah adanya sengketa
kepemilikan antara ahli waris dari pihak penjuatwalari
pihak istri pertama dengan pihak istri kedua. Denga
adanya sengketa tersebut untuk mendapatkan hak untu
pembeli tanahpara pembeli tidak ada inisiatif melakukan
gugatan dan seolah-olah melepaskan haknya atasspros

jual beli tersebut.

Permasalahan-permaslahan tersebut yang melatabgla penulis untuk

melakukan penelitan tentang permasalahan yangdiegalalam Balik Nama

sertipikat hak atas tanah dengan menggunakan FH¥frfjian Pengikatan Jual Beli)

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Démulis juga akan melakukan



penelitian ke berbagai pihak-pihak yang bersangkutatuk mengetahui upaya apa

saja yang harus ditempuh untuk dapat mengatasigsatahan peralihan hak atas

tanah yang diakibatkan melalui perjanjian pengikatial beli .

B. Rumusan M asalah

1.

3.

Bagaimana pelaksanaan proses balik nama sertipgkaatas tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung?

Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses bbalika sertipikat hak atas
tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli dntga Pertanahan Kabupaten
Tulungagung?

Apa upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mesgian hambatan dalam
proses balik nama sertipikat hak atas tanah mdPatajanjian Pengikatan Jual

Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penédlitian :

1n

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaasegr Balik Nama
Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan kaben Tulungagung

Untuk mengetahui dan menganalisa penyebab adanydatan-hambatan
yang terjadi di dalam di dalam proses balik nandipsieat hak atas tanah
melalui Perajanjian Pengikatan Jual Beli di KanRertanahan Kabupaten

Tulungagung
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesamiatan-hambatan
yang terjadi di dalam proses balik nama sertipikak atas tanah melalui

Perajanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Pertanakabupaten Tulungagung

D. Manfaat Penditian :

1. Manfaat Teoritis :
Pengembangan untuk ilmu hukum perdata dan ilmu mukgraria
dalam peralihan hak atas tanah melalui pengikatanbeli tanah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tari@gn
Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang No.5 Tahufi T@@tang
Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. Manfaat Praktis :
a. Masyarakat :
Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memizriknformasi
kepada masyarakat terkait bagaimana cara menyaesaermasalahan
apabila terjadi permasalahan dalam balik nhamagpdetihak atas tanah
melalui perjanjian pengikatan jual beli
b. Notaris atau PPAT :
Diharapkan penelitian ini memberikan informasi &gt upaya-upaya

penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menyelasglermasalahan
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dalam balik nama sertipikat hak atas tanah melgarjanjian

pengikatan jual bel

Kantor Pertanahan :

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi bakanya masih

banyak masyarakat yang melaksanakan peralihan kek tanah

melalui perjanjian pengikatan jual beli

E. Sistematika Penulisan

BAB | :

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalalmusan
masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitigitu
Pelaksanaan perlihan hak atas tanah dalam jualtd®h ini
dilakukan dengan cara atau prosedur yang benar glaihgan
akta otentik yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PemiAlda
Tanah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah NomdmaRdn
1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu dengan meakgnn
proses dan syarat yang benar dan didaftarkan dengtn
otentik, tetapi dalam kenyatannya banyak sekali Hdaam-
hambatan yang terjadi didalam proses balik namgpiat hak

atas tanah melalui perjanjian pengikatan jual beli.
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BAB Il : KAJIAN PUSTAKA
Bagian berisi mengkaji tentang Istilah-istilah dpandapat-
pendapat para ahli yang mencakup luas dalam halilpem hak
atas tanah melalui perjanjian perikatan jual behah yang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta88@d 1
Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang NehbinT
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarida se

ketentuan-ketentuan peraturan lainnya.

BAB Il : METODE PENELITIAN

Bagian ini merupakan metode penelitian yaitu makap jenis
metode yuridis empiris yaitu dilakukan dengan gaeadekatan
pada fakta-fakta yang terjadi di dalam kenyataahickgan
masyarakat, dengan pendekatan yuridis sosiologigu ya
berdasarkan pelaksanaan peralihan hak atas tariam gizal

beli tanah sesuai ketentuan Peraturan PemerintahoN@4
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undangrgnd
No.5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria dengan fakta yang terjadi di dalam masyatrak



BAB IV :

BAB V:
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PEMBAHASAN

Bagian ini menganalisis tentang pelaksanaan pearianak atas
tanah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nondalun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undan§ No
Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Poko#&rfgdan
menganalisis tentang hambatan-hambatan dan upaya
penyelesaian hambatan dalam balik nama sertipi&kt atas
tanah melalui perjanjian pengikatan jual beli tarddngan

ketentuan undang-undang.

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakir dari penelitra berisikan
tentang kesimpulan pelaksanaan peralihan hak mas taelalui
perjanjian pengikatan jual beli dan hambatan yaegadi
didalam peralihan hak atas tanah serta upaya psajah
hambatan yang terjadi didalam pelaksanaan perahl&natas
tanah , diharapkan penilitian ini dan dapat dijadiksebagai

informasi dan bermanfaat menambah wawasan.



BAB ||

KAJIAN PUSTAKA

A. Tanah

A.1 Pengertian Tanah
Pengertian tanah : Sebutan tanah dalam bahasad&gat dipakai dalam
berbagai arti, Maka dalam penggunannya perlu diiiasan, agar diketahui
dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalankudu Tanah kata sebutan
“tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatimgertian yang telah diberi
batasan resmi oleh UUPA. Didalam uraian yuridisatamemilik pengertian

yaitu permukaan bumf'.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(1994), tasalala
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diataalisek

2. Keadaan bumi disuatu tempat

3. Permukaan bumi yang diberi batas

* Boedi HarsonoHukum Agraria Indoesia, Djambatan, Jakarta, 2008, hal 18.

14
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4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan se&egir, cadas, napal,

dan sebagainya)

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam pengguyaameliputi juga

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebdgiaruang yang ada di
atasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA :ysekedar diperlukan
untuk kepentingan yang langsung berhubungan degmgiaggunaan tanah yang
bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA datup@n-peraturan lain
yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi déingg berapa ruang yang
bersangkutan oleh digunakan, ditentukan oleh tupmmggunaannya, dalam
batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemamioibaihn buminya sendiri,

kemampuan pemegang haknya serta ketentuan Per&erandang-undangan
yang berlaku. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telamberikan pokok

pikirannya dalam Pasal 33 mengenai hak menguasaiNggara atas tanah,
tanah merupakan alat produksi bagi masyarakat taaka tanah itu harus
dipergunakan sebesar-besarnya untuk pemakmurakedsmjahteraan rakyat.
Jadi apabila ada tanah yang tidak digunakan sedfakdif atau ditelantarkan
oleh pemiliknya maka tanah itu akan dikuasai olelgéta. Jadi yang dimaksud
oleh Pasal 6 UUPA Bahwa “Semua hak atas tanah m&maptungsi sosial”

berarti bahwa tanah itu harus dipergunakan seseragath keadaan tanahnya

SIbid, hal 109.
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dan sifat dari hak nya dan tidak dapat dibenarkamgkaian tanah secara

merugikan dan bertentangan dengan kepentingan ra&sya
B. Hak Atas Tanah

B.1 Pengertian Hak Atas Tanah
Pengertian Hak Atas Tanah adalah hak atas sebgtantu permukaan bumi,
yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran padgmdebar. Definisi hak
atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepeskorang yang
mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambifaatadari tanah
yang dihakinya’ Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaataasds
Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorangmengpunyai hak atas tanah
berwenang untuk mempergunakan atau mengambil ntaafas tanah yang

menjadi haknya.

B.2 JenisHak Atas Tanah
Hak—hak atas tanah yang dimaksud ditentukan dalasalPL6 jo Pasal 53
UUPA, antara lain:
1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha

3. Hak Guna Bangunan

® Bachsan Mustafdjukum Agraria Dalam Per spektif, Remadja Karya Cv, Bandung, 1988, hal 20.
" Urip SantosoHukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Surabaya, 2005, hal 10.
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4. Hak Pakai

5. Hak Sewa

6. Hak Membuka Tanah

7. Hak Memungut Hasil Hutan

8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-haketaus di atas yang
ditetapkan oleh undang-undang serta hak-hak yafagnga sementara

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

Dalam Pasal 16 UUPA disebutkan adanya dua hal gabenarnya
bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuoka dan hak memungut
hasil hutan karena hak—hak itu tidak memberi wewgnauntuk
mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentwrNedua hak tersebut
tetap dicantumkan dalam Pasal 16 UUPA sebagai teaktanah hanya untuk
menyelaraskan sistematikanya dengan sistematikanmukdat. Kedua hak
tersebut merupakan pengejawantahan (manifestashalaulayat. Selain hak—
hak atas tanah yang disebut dalam Pasal 16, dijujnga lembaga—lembaga
hak atas tanah yang keberadaanya dalam Hukum Téasibnal diberi sifat

“sementara”. Hak—hak yang dimaksud antara lain :

1. Hak gadai,
2. Hak usaha bagi hasil

3. Hak menumpang
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4. Hak sewa untuk usaha pertanian

Bahwa pada dasarnya Hak Milik atas tanah hanyatahapaliki oleh
warga Negara Indonesia tunggal saja, tidak dapaiikii oleh warga Negara
Asing dan badan hukum, baik yang didirikan di Inesia maupun yang
didirikan di luar negeri dengan pengecualian baokean hukum tertentu yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tah68 I@ntang Penunjukan

Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milie#\T anah
C. Sertipikat Hak Atas Tanah

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepadapmaregang hak atas
tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun malagaldim Pasal 32 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tgnBendaftaran Tanah
diatur mengenai pengertian bahwa sertipikat tanahaku sebagai alat
pembuktian yang kuat. Sertipikat tanah merupakamatstanda bukti yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengttaifisik dan data yuridis
yang termuat didalamnya sepanjang data fisik daa ylaridis tersebut sesuai
dengan data yang ada di dalam surat ukur dan laiahtyang bersangkutan.
Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikabaliknya, data fisik dan
data yuridis yang tercantum didalamnya harus di@risebagai data yang

benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sé&harimaupun dalam

8 Kartini Muljadi&Gunawan WidjajaHak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal 31.
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berperkara di Pengadilan. Sudah barang tentu daitadin data yuridis yang
tercantum dalam sertipikat tanah harus sesuai dedgéa yang tercantum
dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangklktmenas data-data itu
diambil dari dan sertipikat tanah merupakan saliatas data yang dimuat
dalam surat ukur dan buku tanah mempunyai sifatute untuk umum

(openbaarheid)sehingga pihak yang berkepentingan dapat menkanotata

dalam sertipikat dengan yang ada dalam surat ulor tbku tanah yang

disajikan pada Kantor Pertanahan.
D. Pendafataran Hak Atas Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yadakukian oleh pemerintah
secara terus menerus, berkeseimbangan dan temadliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta penedinatata fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenaingdadang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberiapils#risebagai surat tanda
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudahhattnya dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yaegbebaninya.

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamipaskan hukum,

® rawan SoerodjoK epastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Jakarta, 2002,hal 110.
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Pendaftaran Tanah ini diselenggarakan untuk menmdebtuhan masyarakat

dan pemerintatt?

Secara garis besar rincin tujuan pendaftaran taegerti yang dinyatakan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997afig@ Pendaftaran

Tanah yaitu™*

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungawuim kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan susah dan hak-hak
lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat metkbokdirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan untukbkuikiin sertipikat

tanda bukti haknya.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, termasuk Pemerintah, agar dengadatmuwapat
memperoleh data yang diperlukan mengadakan perbult&um
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuanhrsomsun yang

sudah terdaftar

9 1bid, hal 104.
1 |bid, hal 106.
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E. Peralihan Hak Atas Tanah
E.1 Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah
Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah adalah merappksbuatan hukum
yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihalpikek lain. Sebelum
melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedobak pierlebih dahulu
melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenandidanah yang akan
dialihkan haknya tersebut. Pengalihan hak atashtaten/atau bangunan
adalah: Penjualan, tukar-menukar, perjanjian peafiad hak, pelepasan hak,
penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain y&epdkati dengan pihak lain
selain Pemerintah guna pelaksanaan pembangunamastgtnpembangunan
untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan peasya khusus.
Peralihan Hak atas tanah diatur didalam Pasal Btutan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang nakayabahwa :

Ayat (1) “Peralihan hak atas tanah dan hak milksasatuan
rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hjbah
pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.”

Ayat (2) “Dalam keadaan tertentu sebagaimana y#egtdkan
oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat
mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak
milik, yang dilakukan di antara perorangan warga
negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang
tidak dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta
Tanah), tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertamaha
tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk
mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan
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Keadaan tertentu yaitu untuk daerah-daerah terpelari belum ditunjuk
PPAT sementara sebagaimana dimaksud di dalam Fasalat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaffaaaah.

E.2 Caraperalihan Hak Atas Tanah

1. Jual Bdli

Jual Beli Menurut KUHPerdata

Pengertian : Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, pedi adalah suatu
perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang $si penjual) berjanji
untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang,ngepénak yang lainnya
(si pembeli) berjanji untuk membayar harga yanditeatas sejumlah uang
sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersekirsur-unsur pokok
perjanjian jual beli adalah barang dan harga, pgaja jual beli sudah
dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengbaeng dan harga. Di
dalam Pasal 1458 KUHPerdata diterangkan bahwab&liadianggap sudah
terjadi antara kedua belah pihak seketika setekateka mencapai sepakat
tentang barang dan harga, meskipun barang itu bdiserahkan maupun

harganya belum dibayarkan.
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Jual Beli Menurut Pasal 26 UUPA ( Mengatur Tentdnagl-beli) :

(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberianngate
wasiat,pemberian menurut adat dan perbuatan-parbulain
yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, mrab dengan
wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudikauk
langsung atau tidak langsung memindahkan hak rkiigada
orang asing kepada seorang warga negara yang disgamp
kewarganegaran Indonesianya mempunyai kewargarsygara
asing atau kepada suatu badan hukum kecuali ydetapkan
oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayaada)ah batal
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara,adeng
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lainyang membebanietap
berlangsung serta semua pembayaran yangtelahnditesleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.

2. Tukar Menukar

Perjanjian tukar menukar adalah lebih dahulu bergaladalam sejarah
kemasyarakatan daripada perjanjian jual beli. Padktu belum ada alat
penukaran umum berupa uang, semua kebutuhan pggotanmasyarakat
dipenuhi secara menyerahkan barang yang merekd degl@paskan dengan
penerimaan barang lain yang mereka butuhkan. D&lakum Adat, Seperti

halnya dengan jual-beli, juga tukar-menukar adslasitu penyerahan barang
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oleh seseorang kepada orang lain, tetapi kini tideskgan penerimaan uang

harga dari seorang lain itu, melainkan dengan j@aen barang lairt?

Pasal 1541 KUHPerdata “Tukar-menukar ialah susattsqtujuan, dengan
mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk gahmemberikan suatu
barang secara timbal-balik sebagai ganti suatunbalan”. Definisi Tukar

Menukar Hak Atas Tanah adalah Perbuatan Hukum yaegpa Peralihan
atau Berpindahnya Hak Atas Tanah Kepunyaan sasg@tau Badan untuk

ditukar dengan Hak Atas Tanah kepunyaan orangketdan lain.

3. Hibah

Hibah tanah adalah pemberian seseorang kepada laiangengan tidak ada
penggantian apapun dilakukan secara sukarela, tad@akontraprestasi dari
pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilamgjsan pada saat si
pemberi masih hidup®

Pasal 1666 KUHPerdata adalah suatu Perjanjianatientana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidpkt ditarik kembali
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penkiti@ah yang menerima
penyerahan itu, undang-undang tidak mengakui &Em-hbah selain hibah-

hibah diantara orang-orang yang masih hidup.

12 \Wirjono ProdjodikoroHukum Perdata Tentang Per setujuan-Per setujuan Tertentu, Sumur
Bandung, Jakarta, 1972, hal 45.

13 Adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, JakartaSinar
Grafika, 2006, hal 99.
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4. Pewarisan

Hukum waris menurut konsepsi hukum Perdata Barag y@ersumber pada
KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayBlukum Waris
adalah kumpulan peraturan yang mengantar hukum enangoemindahan
kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengemaindahan kekayaan
dan ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari petalman ini bagi orang-orang
memperolehnya, baik dalam hubungan antar merekgademereka, maupun
dalam hubungan antara mereka dengan pihak kétiga.

Dalam perkembangannya, peralihan hak karena pewatislah mendapat
penegasan Bab V, Paragraf 3 tentang Peralihan Halend Pewarisan
sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 Peraturan iR@meNo. 24 Tahun

1997, yakni sebagai berikut :

(1) Untuk peralihan hak karena pewarisan mengbi#ng tanah hak
yang sudah terdaftar, wajib diserahkan oleh yangemmma hak atas
tanah sebagai sebagai warisan kepada Kantor Pleatanaertipikat
yang bersangkutan, surat kematian orang yang nardiogtat sebagai
pemegang haknya dengan surat tanda bukti ahli wAeslihan hak
karena pewarisan terjadi karena hukum pada saatargutan
meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu pdna\@aris menjadi
pemegang hak yang baru. Mengenai siapa yang meajddiwaris
diatur dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftpexalihnan hak
karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka mekde
perlindungan hukum kepada para ahli waris dan destertiban tata
usaha pendaftaran tanah. Surat tanda bukti selzddaiwaris dan

14 Eman Suparmarjukum Waris |ndonesia dalam Per spektif Islam, Adat dan BW, Aditama,
Bandung, 2005, hal 25.
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berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat tBpae Ahli
Waris atau Surat Keterangan Ahli Walis.

(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan belidaftar, wajib
diserahkan juga dokumen-dokumen surat Kketeranganpal&e
Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bers@amgkenguasai
bidang tanah tersebut, dan surat keterangan yamyatakan bahwa
bidang tanah yang bersangkutan belum bersertiptaat Kantor
Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutgyametkuatkan
oleh Kepala Desa/Kelurahah.

(3) Jika penerima warisan terdiri dari satu orgogpdaftaran peralihan
hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut bemicas surat tanda
bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pgata(1).

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orangwlaktu peralihan hak
tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagianis yang
memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hiékatab satuan
rumah susun tetentu jatuh kepada seorang peneramaaw tertentu,
pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak atd& satuan rumah
susun itu dilakukan kepada penerima warisan yangahgkutan
berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli wamsad#a pembagian
waris tersebut’

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak mas sdtuan rumah susun
yang menurut akta pembagian waris harus dibagiabesantara
beberapa penerima warisnya, didaftar peralihan yeakepada para
penerima waris yang berhak sebagai hak bersam&amberdasarkan
surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau gki@mbagian waris
tersebut.

15 penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan PemeNiataior 24 Tahun 1997
16 penjelasan Pasal 42 ayat (2) Peraturan PemeNiataior 24 Tahun 1997
" penjelasan Pasal 42 ayat (4) Peraturan PemeNiuaior 24 Tahun 1997
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5. Wakaf

Di dalam UUPA, perihal wakaf diatur didalam Pas@l, 4aitu mengatur

tentang hak-hak untuk keperluan suci agdfha.

Ayat (1) : Pasal tersebut menyebutkan, hak milikata badan-badan
keagamaan dan social sepanjang dipergunakan us#litawalam
bidang keagamaan dan social, diakui dan dilinduBagan-badan
tersebut dijamin pula memperoleh tanah yang cukapuku

keagamaan dan usahanya dalam bidang keagamaaosiin s

Ayat (2): Untuk keperluan peribadatan dan keperlsani lainnya sebagai
dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yhkgasai

langsung oleh Negara dengan hak pakai

Ayat (3): Perwakilan tanah milik dilindungi dan tlia dengan peraturan

pemerintah

Masalah perwakafan ini selanjutnya diatur di dalBeraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Mg menegasakan
antara lain, bahwa wakaf adalah perbuatan hukueosmsg atau badan hukum
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannyg lyampa tanah milik
dan melembagakannya untuk selama-lamanya untukrldepepribadi atau

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agdam dan wakaf tersebut

18 Spedharyo SoimirStatus Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 64.
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sebagai suatu lembaga keagamaan yang dipergunetiages salah satu sarana
pengembangan kehidupan keagamaan. Selanjutnyaastigel didalam
Peraturan Pemerintah ini bahwa tanah yang dapaakdikan hanya tanah
yang mempunyai status hak milik, sehingga tanahg ylaerstatus hak-hak
lainnya, misalnya tanah dengan hak guna bangumadipdkai, dan sebagainya

tidak dapat diwakafkar?

Hanya badan-badan hukum Indonesia dan orang atag-orang yang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukurk tetdalang untuk
melakukan perbuatan atas kehendak sendiri dan teaks@aan dari pihak lain,
dapat mewakafkan tanah miliknya dengan meperhatika@raturan
perundangan yang berlaku. Dalam hal badan hukuna iypakg bertindak atas
namanya adalah pengurusan yang sah menurut hukara. S8seorang yang
akan mewakafkan tanahnya atau suatu badan hukugakan mewakafkan
maka di dalam peraturan pemerintah ini disebutkaamhwa yang akan
mewakafkan harus datang kepada Pejabat Pembuatli&kiaWakaf untuk
melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar dimaksud harus atiakan oleh sekurang-
kurangnya dua orang saksi. Isi dan bentuk daripleda wakaf itu ditentukan
oleh Menteri Agama yang kemudian dituangkan dalaktaAkrar Wakaf.
Penyerahan hak untuk perwakafan ini harus dilanmuila sertipikat atau alat-

alat bukti lain. Dan tentunya tanah yang akan daflkdn itu tidak dalam

19 |bid, hal 65.
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sengketa. Dengan demikian tanah yang diwakafkandilakukan secara

tertulis, artinya di hadapan Pejabat yang memaab titunjuk.2°

F. Jual Beli Tanah

F.1 Pengertian Jual Beli Tanah

Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata imy@aabersifatobligatoir ,
yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru médeda hak dan kewajiban
timbal balik antara kedua belah pihak, penjual pambeli, yaitu meletakkan
kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hakknailas barang yang
dijualnya sekaligus memberikan kepadanya hak unmtakuntut pembayaran
harga yang telah disetujui dan di sebelah lairkkketa kewajiban kepada si
pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbaianya untuk
menuntut penyerahan hak milik atas barang yanglidijé’. Jual beli
terhadap tanah diatur di dalam UUPA yang selangutayatur didalam
Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961, yang meanpgkeraturan
pelaksanaan daripada UUPA. Di dalam Pasal 19, nhekeembahwa, jual beli
tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang didead dan di hadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jadi, jual bak atas tanah harus

dilakukan di hadapan PPAT.

2 hid, hal 66.
2L 1bid hal 86.
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Jual Beli tanah menurut hukum adat adalah suatouptan pemindahan hak
atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Teraarartb perbuatan
pemindahan hak tersebut harus dilakukan di haddegrala adat, yang
berperan sebagai pejabat yang menanggung keteratanasahnya perbuatan
pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan terdémtahui oleh umum.
Tunai maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan haketabayaran harga-
harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibepagian (tunai dianggap
tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanyakarpenjual tidak dapat
menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanahp dktapi atas dasar utang
piutang. Jual beli tanah menurut hukum adat bukanupakan perjanjian,
sehingga tidak mewajibkan para pihak untuk melakisam jual beli tersebut.
Jual beli menurut hukum adat tidak menimbulkan tak kewajiban, yang
ada hanya pemindahan hak dan kewajiban atas tAc@pun prosedur jual
beli tanah itu diawali dengan kata sepakat calanjuaé dan calom pembeli

mengenai objek jual belinya yaitu hak milik yangaldijual dan hargany#

22 pdrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal
71.



31

F.2 Unsur-Unsur Pokok Jual Bdli

Unsur-unsur pojok perjanjian jual beli adalah bgrdan harga, perjanjian jual
beli sudah dilahirkan pad detik tercapainya “sepak@&ngenai barang dan

harga®
F. 3Hak-Kewajiban Para Pihak
1. Hak-Kewajiban Si Penjual

a. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segalabpatan yang
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak kréifas barang

yang diperjual belikan itu dari si penjual kepadpesnbeli

b. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenterammananggung
terhadap cacat-cacat tersembunyi merupakan konsekwaripada
jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembahwa barang
yang dijual dandilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri

yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dastsepihal*
2. Hak-Kewajiban Si Pembeli

a) Kewajiban utama si pembeli ialah membayar hargabedan pada

waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menerjdrgian. Harga

2 Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 2.
**1bid, hal 8.
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tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika padauwaldmbuat
perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan wagkémbayaran,
maka si pembeli harus membayar ditempat dan padduwhimana
penyerahanlé¢vering barangnya harus harus dilakukan ( Pasal 1514

KUHPerdata §°
F.4. Levering Atas Obyek Jual Beli Berupa tanah

Penyerahan barang tak bergerak terjadi dengan ppagusebuah “akta
transport” dalam register tanah di depan Pegawisék Blama (Ordonansi Balik
Nama L.N. 1834-27). Sejak berlakunya UUPA denganipeatan aktanya jual
beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Didalam jual beli atas obyek tanah telah diketabaihwa hak milik

baru berpindah dengan dilakukanniavering syarat sahlevering ada dua

syarat:
1. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukanieyeering

2. Leveringtersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbabas

terhadap barang yamijevertersebut.”

% |bid , hal 20.
% Subekti,Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2002, hal 79.
2" Subekti,Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 12.
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G. Balik Nama

G.1 Periode Ordonons Balik Nama
Pada tanggak 21 April 1834 diberlakukan Staadskdi834 Nomor 27
Tentang Bea Balik Nama atau Ordonansi Balik Namajudn dikeluarkan
Orodonansi tersebut adalah:
a) Mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai fmda hak;

b) Mengatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai aidartmma

Ketentuan-ketentuan mengenai bea balik nama diambali pada tahun 1924
secara tersendiri dalam Staatsblad 1924 Nomor 281sdjak itu pula Ordonansi

Balik Nama hanya mengatur mengenai pendafatarasdjak®
G.2 Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah

Pokok-Pokok dari pendafataran hak yang diatur dafamonansi Balik Nama

adalah sebagai berikut :

1. Setiap peralihan hak harus didaftar pada pejabit t@ma yang dibantu oleh
pejabat-pejabat pembantu

2. Pembuatan akta pendaftaran peralihan hak ataubakianama oleh pejabat

balik nama

% |rawan SoerodjoK epastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia,Arkola, Jakarta, 2002,hal 75.
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3. Asli akta balik nama disimpan oleh pejabat pembatdlam 2(dua) bundle
terpisah, yaitu bundl&oopbrievendan bundlehypotheekbrievensedangkan
kepada yang bersangkutan diberikan salinangaisd akta balik nama.

4. Pejabat balik nama dan pejabat pembantu yang lpguag jawab secara
pribadi atas kerugian yang timbul akibat kelalai@greka dalam melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam orodanaaigk nama.

5. Surat keterangan pendaftaran tandaAndmeterskennjs dan surat ukur

pemisahani’

Dalam Pasal 20 Ordonansi Balik Nama dinyatakan battalam pembuatan akta
balik nama karena jual beli, maka pembeli harusrhaduk menerangkan bahwa
ia telah menerima penyerahan tersebut. Dengan ad&aientuan ini, maka
peralihan hak karena jual beli dari penjual kepaelabeli terjadi setelah akta balik
nama dibuat. Hal ini berarti bahwa pendaftaran tamerupakan syarat mutlak
bagi peralihan karena jual beli, sehingga dengamysal ketentuan dalam Pasal 20
Ordonansi Balik Nama tersebut, maka akta jual bekan lagi merupakan salah
satu sebab dari adanya peralihan hak. Sebab alttiagli hanya menjadi salah satu
dasar hukum dari penyerahan, sedangkan peralihinbheu terjadi setelah
penyerahan dilaksanakan. Ketentuan dalam Pasaérg@but dipengaruhi oleh
Pasal 1459 KUHPerdata yang menetapkan bahweaigakdomatas benda yang

telah dibeli baru beralih kepada pembeli seteldékdkan penyeraharefering

2 |pid, hal 75.
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dan cara penyerahan demikian diatur dalam Pasal KdldPerdata. Dengan
dikeluarkan Orodonansi Balik Nama tersebut, makstesi pendaftaran hak
memperoleh bentuk bentuk yang tetap dan berlakgghimiberlakukan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaffeaaah*°
H. Akta Jual Bdli

H.1 Pengertian Akta Jual Beli
Akta Jual Beli merupakan sumber utama dalam rargaeliharaan data
pendaftaran tanah. Akta Jual Beli Tanah dibuat q@élak yang berwenang
yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Denganiki@m unsur-unsur
penting untuk suatu akta adalah, ialah kesengajatwk menciptakan suatu
bukti tertulis dan penandatangan tertulis.

H.2 Akta Jual Beli Sebagai Akta Otentik
Fungsi akta jual beli adalah sebagai bukti bahwaabdelah dilakukan
perbuatan hukum yang bersangkutan dengan arenagp@nhtu, sifatnya tunai
dan sekaligus membuktikan berpindahnya hak ataEhtgang bersangkutan
kepada penerima hak. Pemindahan haknya hanya dhgaftarkan jika
dibuktikan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Aldaah). Jadi Akta Jual

Beli merupakan akta otentik yang dapat digunakdmaga® alat bukti dengan

%0 bid, hal 76.
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mempunyai kekuatan pembuktian. Akta otentik mempuniyga macam

kekuatan Pembuktian

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara pgiaak bahwa

mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalaartexisebut .

2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antaraagi bahwa benar-

benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu tedghdi.

Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak plhak ketiga, bahwa
pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkigi@am datang dan
menghadap kepada pegawai umum tadi dan meneraragiaryang ditulis
dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut piletigd maka disebutkan

bahwa kata otentik mempunyai kekuatan pembuktiaraké&*

H.3 Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Perjabat yang berwenang

membuat Akta Jual Bl

Dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nodfr Tahun 1961,
tertanggal 23 maret 1961, tentang pendaftaran tagahg merupakan
Peraturan Pendaftaran Tanah sebagai pelaksanaaA.Ditalam Peraturan

Ke-PPAT-an, disebutkan sebagai pejabat yang besiumgmbuat akta yang

3 M.Nur RasaidHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Padang, 2003. Hal 39.
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bermaksud memindahkan Hak Atas Tanah, memberikak biu atau

membebankan Hak Atas Tanah.

Fungsi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah bumain Akta

Pemindahan Hak Atas Tanah. Pembebenan Hak AtashTaara Akta-Akta

lain yang diatur dengan Peraturan Perundangan lgarigku dan membantu
Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Parafaffanah, dengan
membuat akta-akta yang akan dijadikan dasar perdaftperubahan dalam
pendaftaran Tanah. Sesuai dengan Peraturan Pemheflumor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatahiela , Pasal 2 ayat (1),
maka seorang PPAT, bertugas pokok melaksanakangiaab&egiatan

pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai talédi dilakukannya
perbuatan hukum tertentu, mengenai Hak atas taaarHak Milik atas Satuan
Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pemdaftperubahan data

pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatiarh itu>?

Adapun perbuatan hukum sebagaimana dimaksud daksal R ayat (1)
Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentangtu?an Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut :

1. Jual beli; tanah-tanah Hak Milik, Hak Guna Bangudan Hak Pakai

32 H.Ali Achmad Chomzah-Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jillid 2, Prestasi Pustaka,
Jakarta, 2002, hal 66.
*bid, hal 67.
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Tukar-menukar Hak atas Tanah

Hibah Hak atas Tanah

Pemasukan kedalam perusahaan (imbreng)
Pembagian hak bersama

Pemberian Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Milik

Pemberian Hak Tanggungan

PP O kW N

Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

|. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

|.1 Pengertian I stilah PPJB, PJB dan |JB

PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli

PJB adalah Perjanjian Jual Beli

IJB adalah Ikatan Jual Beli

|.2 Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah

Pengertian Perjanjian pengikatan jual bel

Pengikatan Jual Beli pengertiannya menurut R. Bulzelalah perjanjian
antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum ddakkannya jual beli
dikarenakan adanya unsur-unsur yang harus dipemubk jual beli tersebut
antara lain adalah sertipikat belum ada karenahmdalam proses, belum

terjadinya pelunasan harga. Sedangkan menurutedeBudiono, perjanjian
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pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan ydmgfungsi sebagai
perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas. PPdBafjian Pengikatan
Jual Beli) ,PJB (Pengikatan Jual Beli) maupun I&&tan Jual Beli) adalah

istilah berbeda dengan arti atau makna yang sama.
|.3 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Akta Otentik
Pengertian Akta Otentik

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, niakema bahwa Suatu
akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalantukeyang ditentukan
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umugbgmenang untuk itu
dan tempat akta itu dibuat. Perjanjian Pengikataal Beli Tanah (PPJB)
merupakan suatu akta otentik karena dibuat olelabBejyang berwenang

yaitu Notaris.

|.4 Notaris Sebagai Pejabat yang Berwenang Membuat Perjanjian Pengikatan

Jual Beli Tanah

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3tuma&004 Tentang

Jabatan Notaris

“ Notaris berwenang membuat akta otentik mengegraus perbuatan,
perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtitara Perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemnkiegan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastaggal pembuatan
akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinankd@ipan akta,
semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itk jidm ditugaskan
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untuk dikecualikan kepada pejabat lain atau oramgyang ditetapkan
oleh undang-undang.”

|.5 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Akta di bawah tangan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) selsda dibawah tangan,
yaitu suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebakta yang hanya
dilakukan sendiri oleh pihak yang berkepentingampsaada pejabat yang
berwenang, dan unsur terkuat dalam akta dibawajataadalah kepercayaan,
biasanya akta dibawah tangan hanya digunakan debagt bahwa telah

adanya perjanjian jual beli yang terjadi antaraipembeli dan penjual.

Pengertian akta di bawah tangan telah diatur dginddasal 1874 KUHPerdata
menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisaavwitbtangan adalah akta
yang ditandatangani di bawah tangan, surat, dafteat urusan rumah tangga
dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpaapiraan seorang pejabat

umum.

Kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah ditakukan melalui akta
di bawah tangan adalah mempunyai kekuatan bukg gampurna seperti akta
otentik, apabila isi dan tanda tangan akta terselmkui oleh orang yang

bersangkutart?

3 M.Nur RasaidHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Padang, 2003. Hal 39.
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METODE PENELITIAN

A. Jenisdan Pendekatan Pendlitian

Jenis penelitian ini merupakan perslityuridis empiris, yaitu merupakan
suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyayaag terjadi didalam praktek
penerapan hukum di masyarakat dan menganalisisikiaimd institusi hukum
berdasarkan kenyataan dalam hukum untuk mengatasya kepastian hukum.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hambatam proses balik nama
sertipikat hak atas tanah dengan melalui perjarpangikatan jual beli yaitu
dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologigi y@enilitian yang
berusaha melihat efektifitas hukum yang terdapa@ldm masyarakat yang
disesuaikan dengan PerUndang-Undarijalasan menggunakan pendekatan
yuridis sosiologis adalah hendak meneliti tentangktdr-faktor yang
menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalamesrd3alik Nama
sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaterurigdgung dan hendak

meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh paraalpilintuk penyelesaian

% Soerjono Soekant®engantar |Imu Hukum, Cetakan Ketiga, Ul Press, Jakarta, 1986, hal 6.
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hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses batlikanyang sesuai dengan

ketentuan undang-undang dan peraturan perundarsgigad yang berlaku.
B. Alasan Pemilihan L okas

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor rtBeahan Kabupaten
Tulungagung, alasan pemilihan lokasi karena setdikukan penelitian di
lapangan, bahwa ternyata di Kantor Pertanahan Kdabop ulungagung terdapat
beberapa kasus mengenai proses Balik Nama settipkaatas melalui jual beli
menggunakan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Bafi)ana pada saat pembeli
akan melakukan proses balik nama di Kantor Per@mahbanyak sekali

ditemukan hambatan dalam proses balik nama tersebut
C. Jenisdan Sumber Data

a. Data primer :
Data primer adalah informasi yang berupa pengalampamahaman,
persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dariedupgnelitian (nara
sumber, informan, responden dan lain-laiff).Data primer dalam
penelitan ini terdiri dari hasil wawancara dengaegd®vai Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Pemohon prodisNeana di

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung yang méleampPPJB

% Fakultas Hukum Universitas BrawijayBiku Pedoman Penulisan, 2012, hal 24.
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(Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah), Notarig/PRli Kabupaten

Tulungagung.
Data sekunder:

Data sekunder adalah informasi yang berupa dokuyaeg terdiri dari
arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dam-lain. ** Data
sekunder dari penelitian ini adalah data yang dibihri ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undanc N@hun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrddadang-
Undangn Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notadsaturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturaatala Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Pemerintah Nom®alun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah.

Sumber Data

a.

Sumber Data Primer

Wawancara dengan para pihak terkait sebagai nandes di Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung tempat penelilan para
pemohon Balik Nama di Kantor Pertanahan Kabupaténnfagung
yang melaukan jual beli melalui PPJB (Perjanjiangieatan Jual Beli

Tanah) dan Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Tulungggun

%7 bid, hal 24.
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b. Sumber Data Sekunder :
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh deardtur-literatur yang
didapatkan dari PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, Retpkaan Kota
Malang. Perpustakaan Kabupaten Tulungagung dan diataKantor

Pertanahan Kabupaten Tulungagung.

D. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memgermiformasi. Data

primer diperoleh melalui wawancara, baik terstruktonaupun tidak

terstruktur.>® Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen d&=berkas

penting dari insitusi yang diteliti serta penelsurperaturan perundang-
undangan dari berbagai sumber, penelusuran siingednet, klipping, Koran

dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ddalangan wawancara
bebas dengan menggunakan wawancara (interview)gkegada para pihak
terkait untuk memproleh informasi mengenai hambaten upaya

penyelesaian di dalam proses balik nama melalyamen pengikatan jual

beli dan digunakan Teknik bola salju (Teknik Snolybgaitu metode

pengambilan sampel dengan secara berantai (mudl)leMenghubungkan

%8 |bid, hal 24.
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seluruh pihak-pihak yang berkaitan di dalam peaalihak atas tanah melalui

perjanjian pengikatan jual beli.

E. Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan dari obyek peneliteamgymemiliki kesamaan,
meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadi@suk-kasus, yang dapat
dibatasi pada periode dan lokasi tertefitiPopulasi dalam penelitian ini
adalah keseluruhan pihak yang terkait didalam psatahan pelaksanaan
peralihan hak atas tanah dengan pengikatan juetibnalh yaitu:
1. Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
2. Pemohon Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dit&an
Petanahan Kabupaten Tulungagung.
3. Notaris/PPAT di Kabupaten Tulungagung
Sampel adalah bagian yang mewakili popufdsiTeknik penentuan sampel
menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemihsampel akan
diwawancarai, dimana dipilih subyek-subyek dari gotg populasi, yaitu

pihak-pihak yang representative terkdit.

Sampel dari penelitian ini adalah :
1. Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dePagmwai

Badan Pertanahan Kabupaten Tulungaung

*1pid, hal 24.
“1pid, hal 24.
1 Burhan AshufaM etode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Bandung, 2001 hal 91.
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2. Kepala Seksi Sengketa ,Konflik dan Perkara Pertmabkebagai
Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung

3. Pemohon yang menemui hambatan dalam proses BaiikaMNEngan
jual beli tanah melalui PPJB (Perjanjian Pengikaiaal Beli)

4. Notaris yang membuat PPJB (Perjanjian Pengikatah Beli Tanah)

yang menemui hambatan pada proses balik nama.

F. TeknisAnalisis Data
Teknis analisis data adalah cara untuk mengkajngol@h, dan membahas
informasi yang diperoleh dari penelitian secarddt’ Data yang diperoleh
dalam penelitian ini akan dianalisis dengan carskmjgtif analitis yaitu
dengan mengumpulkan data-data, bahan-bahan, irdsrinasil wawancara
dari nara sumber yang terkait didalam proses penelperalihan hak atas
tanah melalui akta pengikatan jual beli dan didisalsesuai ketentuan
Undang-Undang yang berlaku serta upaya penyelesmag dilakukan

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahartegad.

“2 Fakultas Hukum Universitas BrawijayBiku Pedoman Penulisan, 2012, hal 24.
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G. Definisi Operasional

1.

Balik Nama adalah mengganti nama pada suatu aktat stang
menyatakan hak milik

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang barlaebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datalig yang termuat

di dalamnya.

Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan yancadisskali, keadaan
bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang terbatesmgati suatu

bangsa yang diperintah suatu Negara atau menjacald&legara

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenamgdéegeseorang
yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau menlgamabfaat

dari tanah yang dihakinya

Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat argargual, yakni pihak
yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pdwags membayar

harga barang yang dijual

Pengikatan Jual Beli Tanah adalah suatu perhubuhglmm antar dua
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yaaderhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yamghbarkewajit k

memenuhi tuntutan itu di dalam hal jual beli tanah.



BAB |V

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokas Pendlitian

A.1 Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung. =dtien
Tulungagung terletak pada posisi 111° 43’ sampagde 112° 07’ bujur timur

dan 7° 51’ sampai dengan 8° 18’ lintang selatan.
Batas Daerah :

Disebelah Utara : Berbatasan dengan Kabuop&ediri tepatnya dengan

Kecamatan Kras

Disebelah Timur : Berbatasan dengan KabupatenrBlita
Disebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudenagisido
Disebelah Barat : Berbastasan dengan KabupatemyJatei®

43 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dap&ia Kabupaten Tulungagurabupaten
Tulungagung dalam Angka Tulungagung Regency In figure 2012, hal 3.
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Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencaf@5]165 Km?2
habis terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) Kecamdaan271 (dua ratus tujuh

puluh satu) desa/kelurahdf.

Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga darataiu tinggi,
sedang dan rendah. Dataran rendah merupakan ddergjan ketinggian
dibawah 500 m (lima ratus meter) dari permukaarn, ldaerah ini meliputi
semua kecamatan tetapi tidak semua desa untuk kémanPagerwojo dan
Sendang hanya empat desa. Dataran sedang memkeatygjgian 500 m
(lima ratus meter) sampai 700 m (tujuh ratus metieni permukaan laut,
daerah ini meliputi kecamatan Pagerwojo sebanyakeram) Desa dan
Kecamatan Sendang sebanyak 5 (lima) desa. Sedandgiaman tinggi
merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 juh (fatus meter) dari
permukaan air laut yaitu Kecamatan Pagerwojo sefkardy(satu) desa dan

Kecamatan Sendang sebanyak 2 (dua) Hesa.

Daerah yang mempunyai wilayah terluas secara daruryaitu :
Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir, Katan Sendang dan
Kecamatan Pagerwojo. Hampir semua kecamatan dipgéabn Tulungagung
dialiri sungai kecuali Kecamatan Tanggunggunung Eananglaban. Jumlah

sungai yang ada di Kabupaten Tulungagung kurani¢p letba 27 (dua puluh

4 1bid, hal 3.
5 |bid , hal 4.
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tujuh) sungai, yang mana ada beberapa sungai yateyvatti lebih dari 1 (satu)
kecamatan. Misalnya Sungai Parit Agung (melintasiatan Kabupaten
Tulungagung), Sungai Song (melintas barat Kabupdtelungagung) dan
Sungai Brantas (melintasi utara Kabupaten TulunggguSedangkan bila
dilihat dari jarak rata-rata dari kecamatan kekbta Kabupaten yang memiliki
jarak terjauh adalah Kecamatan Pucanglaban sejatm3(tiga puluh enam

kilometer) #°

Penduduk Kabupaten Tulungagung menurut hasil ragispenduduk
akhir tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,p8¥6€n) dibanding akhir
tahun 2010, yaitu dari 1.037.369 jiwa menjadi 1.888 jiwa di tahun 2011,
yang terbagi atas laki-laki 521.247 jiwa dan pereamp522.138 jiwa dengan
tingkat kepadatan penduduk rata-rata 988 jiwa/kEmang belum terjadi
pemerataan penduduk di Kabupaten Tulungagung.ridlisa dilihat adanya
kesenjangan tingkat kepadatannya di atas 5.000km¢anamun di sisi lain ada

yang kurang dari 500 jiwa/knf2.
A.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Letak Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung mpag dua

lahan berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomof K@bupaten

¢ 1bid , hal 6.
47 bid , hal 82.
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Tulungagung dan Jalan Pangeran Diponegoro Nomorl5 HKabupaten

Tulungagund?®

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
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Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pertanahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudniPlelenggarakan

fungsi*®:

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.

3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan programdairiyg pertanahan.

4. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bigdartgnahan.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, penguttamgpemetaan di bidang
pertanahan.

6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka merkapastian hukum.

7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.

8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agaargedataan wilayah-
wilayah khusus.

9. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuas#tdanmilik negara/daerah
bekerja sama dengan Departemen Keuangan.

10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemiliien ta

11.Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

12.Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, peearcdan program di

bidang pertanahan.

“9bpn.go.id, diakses pada tanggal 7 januari 201RyIF8.00 WIB
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13.Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

14.Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, gpddwkonflik di bidang
pertanahan.

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

17.Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber dayasiaedi bidang
pertanahan.

18.Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan

19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berka#agan bidang
pertanahan.

20.Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antarg,atan/atau badan
hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan pergemandang-undangan
yang berlaku.

21.Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peratugaimgang-undangan yang

berlaku.
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Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BEhyelenggarakan

fungsi®:

1

2.

Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan RemaNasional.
Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftseaia sertifikasi tanah
secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanati {¢ggrureship).
Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-d&erdlan bencana alam
dan daerah-daerah konflik.

Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengklan konflik
pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.

Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional TBINAS), dan sistem
pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisidas pemberdayaan
masyarakat.

Membangun data base pemilikan dan penguasaangskakhbesar.
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan daagHundangan

Pertanahan yang telah ditetapkan.

10.Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.

Y bpn.go.id, diakses pada tanggal 7 januari 201RyIF8.00 WIB
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11.Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dénjddean Pertanahan.

Data statistik pertanahan merupakan datansEk yang bersumber dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Data stskati pertanahan
menunjukkan jumlah permohonan sertipikat tahun 2042g masuk sebanyak
16.247 pemohon mengalami kenaikan sebesar 27,58%efp dibanding tahun
sebelumnya. Tingkat peyelesaian selama tahun 2@i&ngak 15.955 pemohon
yang berarti mencapai 98,20% (Persen) dari jumkimphonan masuk. Jumlah
sertipikat yang diselesaikan lebih banyak darigasfaohonan, hal ini dikarenakan
masih ada sisa dari permohonan sertipikat tahurels®inya yang belum

terselesaiakant

Menurut Bapak Mula Kepala Seksi Hak Tanah damdBftaran Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung menyataawa dalam Tahun 2012
ini mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2@i2 pemohon balik nama
sertpikat hak atas tanah yang masuk di Kantor Panen Kabupaten Tulungagung
sebanyak 5.273 pemohon. Dalam data tersebut dikebathwa ada 474 berkas

yang dilampirkan dengan lampiran PPJB (Perjanjemgikatan Jual Befif

°1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung dap&ia Kabupaten Tulungagurgbupaten
Tulungagung dalam Angka Tulungagung Regency In figure 2012, hal 241.

*2Hasil Wawanvara dengan Bapitula, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran TKaator
Pertanahan Kabupaten Tulungagung, Pada Tanggalu# 2812, Pukul 10.00 WIB.
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B. Gambaran Kasus

Dalam penelitian yang telah dilakukan di Kantort&sahan Kabupaten
Tulungagung, sepanjang tahun 2012 ditemukan atlged kasus yang sedang
diselesaikan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulyunga berkaitan dengan
proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah deng@mggunakan PPJB

(Perjanjian Pengikatan Jual Beli).
B.1 Gambaran Kasus Pertama

Para Pihak : 1. Penjual : Ibu Baatiy

2. Pembeli : Bapak Hadi Pandoyo
Obyek Jual Beli : Sertipikat Hak Milik No.220 @& Nama Moersaid Priharto

Lokasi . Desa Kenayan, Kecamatan TulunggguiKabupaten

Tulungagung

Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual )Bdibbuat oleh dan/atau di

hadapan Notaris Maskyur, SH tanggal 20 Mei 198%gderrmNomor Akta 27.

B.2 Gambaran Kasus Kedua
Para Pihak : Penjual : Bapak Bambang
Pembeli : Bapak Teguh

Obyek Jual Beli : Sertipikat Hak Milik No.59 ataama Maridjo
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Lokasi Tanah : Desa Geger, Kecamatan Sendarmgig&asen Tulungagung

Akta PPJB (Perjanjian Jual Beli Tanah) dibuat sechbawah tangan
oleh para pihak yang bersangkutan yang telah b&kaépyaitu Bapak

Bambang sebagai penjual dan Bapak Teguh sebaghigtiem

B.3 Gambaran Kasus K etiga

Para Pihak : Penjual : Ibu R.Ay Munot@(kiasih)

Pembeli : Bapak Kaoso(Warga Tanah Keputren)

Obyek jual beli : Sertipikat Hak Milik No.145 AtaBlama Raden Mas

Moenoto

Lokasi tanah : Desa Kampungdalem, Kecamatdmng§agung, Kabupaten

Tulungagung

Perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihakjpal dan pembeli
awalnya hanya berdasarkan kesepakatan dan tidaktdiblam bentuk tertulis
namun akhirnya dibuatkan suatu akta PPJB (Perjafjengikatam Jual Beli)
yang dibuat secara dibawah tangan dengan ditamdgriaoleh pihak yang
bersangkutan berupa Surat Perjanjian (Pelepasai\tdakTanah) untuk pihak

pembeli.



58

C. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual

Beli Tanah

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalahuspatjanjian
bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si yehj berjanji untuk
menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedanak pylang lainnya (si
pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdias sejumlah uang

sebagai imbalan dari perolehan hak milik terseBut.

Para pihak di dalam jual beli adalah pihak pengal pihak pembeli.
Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satakpperbuatan dinamakan

menijual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakembeli.>*

Penjual dalam Perjanjian Jual Beli memiliki kewajibkewajiban
untuk menyerahkan hak milik meliputi segala peranatang menurut hukum
diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas bargagg diperjualbelikan itu
dari si penjual kepada si pembeli. Kewajiban keduméuk penjual adalah
menanggung kenikmatan tenteram dan menanggungd&rhaacat-cacat
tersembunyi merupakan konsekuensi daripada jamyearg oleh penjual

diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijaal dilever itu adalah

%3 Subekti,Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 1.
*|bid, hal 1.
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sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas datuae beban atau tuntutan

dari sesuatu pihaR

Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli memiliki kewajib untuk
membayar harga pembelian pada waktu dan ditempagagnana ditetapkan
menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupanmdgah uang. Jika pada
waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentaeghpat dan waktu
pembayaran, maka si pembeli harus membayar ditemi@at pada waktu
dimana penyeraha(ievering) barangnya harus harus dilakukan (Pasal 1514

KUHPerdatay?®

Dalam Perjanjian Jual Beli sesuai dengan Pasaigltelah dijelaskan
bahwa ada prosdeveringyang merupakan perbuatan hukum yang ditempuh
untuk memperoleh hak milik barang dari penjualapakia pembeli apabila
barang belum diserahkan maka hak milik barang betsbelum berpindah
dari penjual ke pembeli. Berkaitan dengan peratudetas maka proses
levering berbeda-beda sesuai dengan Klarifikasi barang.h (Harena
KUHPerdata mengenal tiga macam barang, yaitu :ngabeergerak, barang
tetap dan barang “tak bertubuh” (dengan mana diotka piutang,

penagihan atau claim) .

5 bid, hal 8.
%8 |bid , hal 20.
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Untuk benda bergerak cukup dengan penyerahan kaknasas barang

itu sesuai dengan Pasal 612 KUHPerdata yang berbuny

“ Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yarig liartubuh
dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kelzenda oleh
atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahanikwmreci dari
bangunan dalam mana kebendaan itu berada.”

Untuk jual beli barang tetap (tak bergerak) bertgmaah dilakukan
dengan perbuatan “balik nama” dimuka Pegawai Kadastang juga
dinamakan Pegawai Balik Nama atau Pegawai Penyinttipotik, yaitu
menurut Pasal 616 KUHPerdata dihubungkan dengaal Ba8 KUHPerdata,

Pasal-Pasal mana berbunyi sebagai berikut :

Pasal 616 : “Penyerahan atau penundukkan akan keaan tak
bergerak dilakukan dengan pengumuman akan
akta yang bersangkutan dengan cara seperti
ditentukan dalam pasal 620"

Pasal 620 : “ Dengan mengindagkan ketentuan-ketmntu
termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman
termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan
sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta
otentik atau keputusan yang bersangkutan ke
kantor penyipanan hipotik, yang mana dalam
lingkungannya barang-barang tak bergerak yang
harus  diserahkan berada dan dengan
membukukannya dalam register.

Dalam pada itu segala sesuatu yang mengenai TANdéhgan
mencabut semua ketentuan yang termuat dalam BukUHPerdata tersebut,
sudah diatur dalam UUPA. Selanjutnya Peraturanefatah No.10 Tahun

1961 yang merupakan pelaksaaan peraturan dalarhIPasenentukan bahwa
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jual-beli tanah harus dibuktikan dengan suatu gkteg dibuat oleh dan di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sedangkamrut maksud
peraturan pemerintah tersebut hak milik atas tgngh berpindah pada saat

dibuatnya akte dimuka pejabat tersebut.

Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinanmfakasie” sebagaimana

diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, yang bebunyi :

“ Penyerahan akan piutang-piutang atas nama danekelaan
tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat Selakda
otentik atau akta dibawah tangan, dengan mana lakdtas
kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiadaatikta melainkan
setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanyaeséedulis, disetujui dan

diakuinya.

Sebagaimana diketahui, KUHPerdata menganut sisteamwd
perjanjian jual beli itu hanyéobligatoir” saja artinya bahwa perjanjian jual
beli baru meletakkan hak dan kewajiban untuk meahjean hak milik atas
barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadaak untuk menuntut

pembayaran harga yang telah disetujui dan disebé&ai meletakkan

57 bid, hal 10.
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kewajiban kepada si pembeli untuk membayar hargangasebagai imbalan

haknya untuk menuntut penyerahan hak milik ataarzayang dibelinya®

Dengan perkataan lain, perjanjian jual beli menwUWHPerdata itu
belum memindahkan hak milik. Adapaun hak milik bderpindah dengan
dilakukannya“levering” atau penyerahan. Dengan demikian maka dalam
sistem KUHPerdata terseblievering” merupakan suatu perbuatan yuridis
guna memindahkan hak milik yang caranya ada tigeamatergantung dari

macamnnya barant).

Pada dasarnya perjanjian jual beli dengan pengikatarupakan hal
umum yang telah banyak dilakukan oleh masyarakasabhya masyarakat
menyebutnya dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Bef) atau PJB
(Pengikatan Jual Beli) maupun 1B (lkatan Jual )Béetiga istilah tersebut

sudah sangat dikenal oleh masyarakat.

Seperti halnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Talgung
ditemukan beberapa masyarakat yang melakukan @lialamah melalui PPJB
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Sebelum dilakuganandatangan Akta Jual
Beli di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta tan&®mikian karena

beberapa alasan yang akan diuraikan lebih lanjut .

8 bid, hal 11.
% |bid, hal 11.



63

Perjanjian Pengikatan Jual Beli bersifat “mengikjaidi dapat dibuat
oleh dan/atau di hadapan Notaris, maupun dibuaraetibawah tangan oleh
para pihak sendiri. Maksud dari PPJB (Perjanjiangikatan Jual Beli) hanya
bersifat “mengikat” adalah dengan menandatanganiJBPRPerjanjian
Pengikatan Jual Beli), maka para pihak telah terddah adanya Jual Beli
diantara mereka. Dengan keberadaan PPJB (Perjdhgiagikatan Jual Beli),
sebenarnya jual beli telah terjadi akan tetapi kegiee persyaratan untuk balik
nama belum dapat dipenuhi oleh pembeli, sepertibpgaran pajak yang
belum lunas, pajak yang belum terbayar dan lairag®bya, sehingga para
pihak belum dapat menandatangani Akta Jual Betiadiapan PPAT (Pejabat

Pembuat Akta Tanah).

Peralihan pendaftaran hak atas tanah haknya hapat didaftarakan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAREjébat Pembuat Akta
Tanah) yang berwenang, sebagaimana diatur dalaah Paayat (1) Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftanaahfa

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwuamah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukdalam

perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak yajnn
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapdaftarkan

jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAdng

berwenang menurut ketentuan peraturan perundangtugan

yang berlaku”

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Penmetens2but, maka Akta

Jual Beli yang dibuat oleh PPAT (Pejabat PembuataAKanah) tersebut
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merupakan pembuktian adanya Jual Beli antara piesiual dan pembeli dan
ketika Jual Beli sebelumnya telah dilakukan mel&@BUB (Perjanjian Pengikatan
Jual Beli) , maka apa yang dituangkan dalam PP&ggiijian Pengikatan Jual
Beli) tersebut adalah sama dengan yang tertuamgndakta Jual Belinya, karena

jual beli itu sendiri sudah terjadi sejak adanya®PPerjanjian Pengikatan Jual

Beli).

Penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPA&@l{&ePembuat Akta
Tanah) yang berwenang baru dilaksanakan seteladygvatan jual beli yang
tertunda dan belum bisa dipenuhi para pihak akhirtysa terpenuhi dan
dilaksanakan. Selain karena adanya beberapa patayayang belum terpenuhi
tadi, PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) disi@ierusnya bertujuan untuk
melindungi kepentingan pihak pembeli yang telah yeesthkan uang pembayaran
kepada pihak penjual, atau seluruh pembayarani tatip kewajiban lain yang
belum bisa dipenuhi para pihak seperti pelunasg@kmian belum adanya biaya

akta maupun biaya Balik Nama di Kantor Pertanahan

C.1 Alasan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Tanah

Telah disebutkan beberapa alasan peralihan Hak Pdaaah melalui
PPJB (Perjanjian Jual Beli Tanah) sebelumnya daikuteakan diuraikan

satu persatu :
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1. Pihak pembeli belum dapat membayar harga jualtbelhh secara

lunas.

Maksudnya adalah bahwa jual beli tersebut dilakulssatara
mencicil atau bertahap. Dimana pembeli membayaskaagian dari
harga jual beli yang telah disepakati oleh keddalbpihak sisanya
dibayarkan dikemudian hari dan sesuai tengganguvgiig telah
disepakati. Pada pembayaran terakhir (pelunasam) mhak baru
kemudian menandatangani Akta Jual Beli yang dilidtadapan
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) . Disini jelasaria

pembuatan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Be#)ahdsebagai
“pengikat” telah dilakukan pembayaran tahap pertatead pembeli
dan digunakan untuk melindungi para pihak khususpysak

pembeli.

2. Penjual dan Pembeli belum dapat membayarkan pajaiiipan jual

beli.

Sebelum menandatangani Akta Jual Beli di hadapairRPejabat
Pembuat Akta Tanah) , para pihak diwajibkan untuekninayarkan
BPHTB (Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunaagi b
pembeli dan penjual harus membayar PPh (Pajak RBsiham).

Dasar perhitungan pengenaan pajak peralihan adidahNJOP
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(Nilai Jual Obyek Pajak) atau harga jual obyek hedi. Meskipun
dalam praktek di Kabupaten Tulungagung menurutr&etan dari
Bapak Sugiono selaku pegawai petugas pajak Kahupate
Tulungagung menyampaikan bah#@asar perhitungan pengenaan
pajak peralihan seringkali perhitungan pengenagakgabih tinggi
dari NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dikarenakan laelzerapa faktor
yaitu lokasi tanah dan nilai pajak disekitar. Kardmgginya nilai
pajak yang harus dibayarkan oleh para pihak, maka pihak
menunda untuk membayarkan pajak tersebut. Akibapaya pihak
belum bisa menandatangani Akta Jual Beli di hadap&AT

(Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Alasan peralihan hak atas tanah melalui PPJB (Perjanjian Pengikatan
Jual Beli) dalam Kasus Pertama

Kasus Pertama yang diangkat dalam peneilitan iuyRasus antara lbu
Bandiyah selaku pihak penjual dan Bapak Hadi Pamdelaku Pihak Pembeli
yang telah bersepakat melakukan jual beli tanaly yerada di daerah Desa
Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten TulumgaguAlasan

dibuatnya PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beldladdkarena Bapak Hadi

% Hasil Wawancara dengan Bapak Sugiono selaku Pégajak, Tanggal 11 Januari 2013, Pukul
09.00 WIB
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Pandoyo sebagai pihak pembeli tidak dapat membagaga jual beli tanah

secara tunai.

Alasan peralihan hak atas tanah melalui PPJB (Perjanjian Pengikatan
Jual Beli) dalam Kasus Kedua

Kasus Kedua yang diangkat dalam peneilitan iniuy&ésus antara Bapak
Bambang selaku penjual dan Bapak Teguh selaku pedilakukan melalui
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dengan keaktia dibawah tangan.
Alasan tidak dibuat langsung dalam bentuk Aka Bei di hadapan PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah) adalah karena penavaparga jual beli tidak

dilakukan secara tunai.

Alasan peralihan hak atastanah melalui PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual
Beli) dalam Kasus Ketiga

Kasus Ketiga yang diangkat dalam peneilitan infuyaial beli yang dilakukan
oleh pihak ahli waris dari tanah keputren yaituiigedua R.Ay Moenoto
(Karmiasih) selaku penjual dengan Karno cs wargagyanggal di tanah
keputren selaku pembeli dilakukan melalui PPJBjéiagan Pengikatan Jual
Beli) dengan bentuk akta di bawah tangan. Padangaalvarga tinggal di
tanah keputren secara turun temurun dan membayey sewa tanah setiap
satu bulan sekali. Pada saat ada informasi bahmah tkeputren dijual oleh
pemiliknya warga menghendaki untuk membeli tanglulten tersebut, namun

para warga belum dapat membayar lunas dan akhidifyayarkan secara
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bertahap. Kemudian bagi yang telah melunasi cicilapat menandatangani
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual beli) dengan diktawah tangan, sambil
menunggu pelaksanaan Akta Jual Beli di hadapan P@€Jabat Pembuat

Akta tanah)

C.2 Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah

Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah bisa dibdah alan/atau di
hadapan Notaris ataupun dibuat dengan akta dibdamdpan, kesemuanya
tergantung kesepatakan dari para pihak yang medakpkrjanjian pengikatan

jual beli obyek tanah

C.2.1 Penandatangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dibuat Oleh

dan/atau di hadapan Notaris:

a) Persyaratan untuk menghadap Notaris dan metaengdeni Perjanjian
Pengikatan Jual Beli maka para pihak wajib untuk meruhi

persyaratan sebagai berikut :

Syarat Materiil :

Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undandggblg Hukum Perdata

yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
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3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat Formil

Persyaratan Untuk Pihak Penju# :

(1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pihak yangaram tertulis di

Sertipikat dan juga suami/istri (jika telah kawin)
(2) Foto Copy Surat Nikah
(3) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
(4) SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Tabrakhir
(5) STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Tahun Terakhir
Persyaratan Untuk Pihak Pembéi :
(1) Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk)

(2) Foto Copy KK (Kartu Keluarga)

®1 Hasil Wanwancara dengan Notaris Bambang Widiart®iada tanggal 17 Oktober 2012, Pukul
13.00 WIB

%2 Hasil Wanwancara dengan Notaris Bambang WidiartBpda tanggal 17 Oktober 2012, Pukul 13.00
WIB
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Selain persyaratan tersebut diatas, para pihak shanemenuhi
persyaratan untuk menghadap di hadapan Notarigaebana diatur dalam
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Teniabgtan Notaris

yang menyatakan bahwa :

(1) Penghadap harus memenuhi syarat berikut :

a) paling sedikit berumur 18 (Delapan belas) talaiau telah
menikah;dan

b) cakap melakukan perbuatan hukum

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atatedignalkan oleh
2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur palingjksie18
(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakafakukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua)gphedap
lainnya

(3) Pengenalan sebagaimna dimaksud pada ayat (yathkkan
tegas dalam akta

b) Proses Penandatangan PPJB (Perjanjian Rémgikilual Beli) di hadapan

Notaris

(1) Para pihak yaitu penjual dan pembeli menghadapdtarls.

(2) Memperlihatkan asli sertipikat hak atas tanah danyarahkan fotocopynya.

(3) Setelah persyaratan lengkap notaris membuat Konsd#pk akta PPJB
(Perjanjian Pengikatan Jual Beli) menurut yanghtetitssepakati oleh para
pihak. Konsep akta PPJB (Perjanjian PengikatanBeigl dicetak.

(4) Akta PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yarghtelibuat dan disepakati

dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak daa gaksi. Isi perjanjian
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pengikatan jual beli yang telah dibuat oleh notauslah menjadi kewajiban
untuk dibacakan kembali sesuai dengan kewajibaarisoyang telah diatur
didalam Pasal 16 ayat () Undang-Undang Nomor 3Buma2004 Tentang
Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa :
“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadi
oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditataggani
pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan nefari
(5) Pembacaan akta harus dilakukan untuk mengetahuilapada kesalahan
penulisan atau isi akta. Apabila tidak ada pernmsadadari akta yang telah
dibuat oleh para pihak dilaksanakan penandatangdindalam asli akta oleh
para pihak yaitu penjual dan pembeli, dua orangsisdln notaris yang
bersangkutan dibubuhi dengan materai sesuai ddpgsa 2 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Kiateenyatakan
bahwa :
“Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dddu
dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pemankti
menganai perbuatan, kenyataan atau keadaan yangjfaer
perdata dikenakan bea materai”
(6) Apabila sudah tidak ada renvoi/ perubahan, notka memberikan salinan
sedangkan asli akta disimpan oleh notaris yangahgkatan.
(7) Pengecekkan sertipikat yang dilakukan di KantotdP@han untuk mengetahui
pasti bahwa sertipikat tersebut tidak bermasalaleba&ai persiapan

penandatangan Akta Jual Beli oleh PPAT (PejabatoBatmAkta Tanah) , jika

batas waktu pembayaran berakhir dan telah ditenmtufalam jangka waktu
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yang tidak lama dengan penandatangan PPJB (ParjdPgingikatan Jual Beli)

sebelumnya?

C.2.2 Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Menggunakan Akta

Dibawah Tangan

a) Persyaratan

Syarat Materiil :

Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undamdgpblgp Hukum Perdata
yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Syarat Formil :

a.) Persayaratan :

Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kafeluarga) dari para

pihak dan saksi bila ada .

% Hasil Wanwancara dengan Notaris Bambang Widiart&pb Pada tanggal 17 Oktober 2012, Pukul
13.00 WIB
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b) Proses penandatangan Perjanjian Jual Beli TBealjan Menggunakan akta di

bawah tangan :

Para pihak bertemu untuk merumuskan kesepakatagemanharga,
cara pembayaran, pelunasan dan pembayaran pajakudi@n hasil
kesepakatan tersebut dituangkan di dalam sebugénfan Pengikatan Jual
Beli Tanah yang ditandatangani oleh para pihak aendjbubuhi materai
kemudian dibuat rangkap dua yang masing-masing meyap kekuatan

mengikat.

D. Kuasa Menjual

Pengertian Kuasa Menjual
Pengertian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdata eréwab batasan

bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuagamanana seseorang
memberikan kekuasaan kepada orang lain yang memeyan untuk atas
namanya, menyelesaikan suatu urusan. Jadi kuatehgoernyataan, dengan
mana seseorang memberikan wewenang kepadanya lyaimgadiberi kuasa

itu berwenang untuk mengikat pemberi kuasa see@argsung dengan pihak
lain, sehingga dalam hal ini perbuatan hukum yaitakukan oleh penerima
kuasa berlaku secara sah sebagai perbuatan hukom ditakukan oleh

pemberi kuasa sendiri.
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Dalam pemberian kuasa ada dua pihak yaitu pihakbpgrkuasa dan
pihak penerima kuasa . Kewajiban untuk penerimas&uadalah si kuasa
diwajibkan selama ia belum dibebaskan melaksandkagsanya dan ia
menanggung segala biaya kerugian dan bunga yanmsgk dapat timbul
karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Ssakumertanggung jawab
tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengmgag, tetapi juga
tentang kelalain-kelalaian menjalankan kuasari§aSi Kuasa diwajibakan
memberikan laporan tentang apa yang telah dipaerpaatlan memberikan
perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segalgang telah diterimanya

berdasarkan kuasanya.

Didalam pemberian kuasa si pemberi kuasa memiékadsiban untuk
memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oléuasa menurut kekuasaan
yang ia telah berikan kepadany&® Si pemberi kuasa diwajibkan
mengembalikan kepada si kuasa semua persekot-petsk biaya-biaya yang
telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakaasanya, begitu pula
untuk membayar upahnya, jika ini telah diperjamik&i pemberi kuasa harus

memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kamtlgerugian yang diderita

% Subekti,Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 146.
% |bid, hal 147.
% |bid, hal 148.
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sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal kuasia tidak telah berbuat

kurang hati-hati®’

Jenis Pemberian Kuasa

Dalam Pasal 1795 KUHPerdata, dapat ditemukan 2 {(does surat kuasa :
1. Surat Kuasa Umum
2. Surat Kuasa Khusus

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus maiigenai hanya
satu kepentingan tertentu atau lebih, atau seqararuyaitu meliputi segala
kepentingan si pemberi kua¥a.Untuk melakukan perbuatan-perbuatan
tertentu diperlukan pemberian kuasa khusus yanyebeinkan perbuatan yang
harus dilakukan misalnya untuk melakukan transailesibeli tanah. Pemberian
kuasa yang dirumusakan dalam kata-kata umum harglgoutt perbuatan-
perbuatan pengurusan misalnya terhadap perusahg@@mberi kuasa untuk

mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boiehjual perusahaan ifij.

Bentuk Pemberian Kuasa dalam Pasal 1793 KUHPeditatukan sebagai

berikut :

a. Akta Otentik

7 bid, hal 148.
% |bid, hal 143.
% |bid, hal 144.
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b. Akta Dibawah Tangan
c. Surat biasa

d. Secara lisan

Kuasa menjual merupakan salah satu bentuk dariakklassus yang
sering ditemui dalam praktek sehari-hari di Kantmtaris. Menurut Notaris
Bambang Widiartopo, Notaris Kabupaten Tulungagurenyatakan bahwa :
Kuasa menjual adalah pemberi kuasa memberikan &eatanangan kepada
penerima kuasa untuk bertindak atas nama pembasgakuntuk melakukan
perbuatan hukum jual beli tanah, yang mana pemelgak@tas tanah tersebut
adalah si pemberi kuasa. Dalam Akta Kuasa menpraishdisebut secara jelas

dan terperinci tentang obyek dari kuasa.

Kuasa menjual ini biasanya sangat terkait dengaalipan hak atas
tanah. Kuasa Menjual dalam PPJB (Perjanjian Petagikdual Beli) bisa
dimuat dalam 1 (satu) akta maupun bisa dipisahlergah akta tersendiri.

Fungsi kuasa menjual dalam PPJB (Perjanjian Petagikual Beli) adalat®

1. Pemegang hak tanah/pemberi kuasa tidak bisa adadapan

pejabat yang berwenang karena dalam keadaan sakit

® Hasil Wanwancara dengan Notaris Bambang WidiartBpda tanggal 17 Oktober 2012, Pukul 13.00
WIB
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2. Pemegang hak atas tanah/pemberi kuasa tidak bidia tia
hadapan pejabat yang berwenang karena tidak belitetapat
sementara waktu

3. Fungsi terpenting dari kuasa menjual dalam Peganji
Pengikatan Jual Beli adalah apabila transaksi lpedl diantara
pihak penjual dan pembeli telah selesai atau tkansa
pembayaran secara bertahap telah dilakukan pelnbissanya
seluruh berkas dan pembayaran pajak yang menjachjikan
dari pihak penjual maupun pembeli telah terpenwghirgyga
apabila terjadi masalah-masalah dikemudian hari gyan
berhubungan dengan jual beli tersebut seperti badia dan
lain sebagainya sudah diserahkan sepenuhnya kppatzeli.

Pemberian surat kuasa jual untuk mempermudah eagghrakannya
perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihakniyaeralihan hak atas
tanah melalui proses jual beli. Kondisi dan keadaamacam ini akan
memunculkan  pemberian surat kuasa jual untuk mempdah
terselenggarakannya perbuatan hukum yang diingioketn para pihak, yakni

peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli.
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E. Penandatanganan Akta Jual Beli Di Hadapan (PPAT) Pgabat Pembuat Akta

Tanah

Apabila sudah terdapat kesepakatan mengenai hangah tantara
penjual dan calon pembeli, selanjutnya penjual cElon pembeli datang ke
kantor PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang wailagerjanya meliputi

letak tanah yang akan dijual untuk membuat Aktd Beh tanah.

E.1 Persyaratan yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli tanah di

kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah :

Syarat Materiil :
Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undandabg Hukum Perdata
yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hokum

3. Adanya obyek

4. Adanya kuasa yang halal
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Syarat Formil :

Calon penjual “

(1) Sertipikat tanah asli dari tanah yang akan dijual,

(2) KTP (Kartu Tanda Penduduk)

(3) Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan)
(4) Surat persetujuan suami/istri bagi yang sudahdbeakga

(5) KK (Kartu keluarga)

Calon pembeli
(1) KTP (Kartu Tanda Penduduk)

(2) KK (Kartu Keluarga)

E.2 Penandatanganan Akta Jual Beli Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
E.2.1 Pra Penandatanganan Akta Jual Beli’®

a) Sebelum membuat Akta Jual Beli, PPAT (Pejabat Pami#kta Tanah)
melakukan pemeriksaan mengenai kesesuaian setttfgkgan data-data yang

ada di Kantor Pertanahan.

" Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
2 Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
3 Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
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d)

80

Penjual harus membayar PPh (Pajak Penghasilan(aeb&o (lima persen)
dari harga jual apabila harga jual beli tanah di&p.60.000.000,- (enam puluh

juta rupiah)

Pembeli harus membayar BPHTB (Bea Perolehan Hals Atanah dan

Bangunan) sebesar 5% (lima persen) dari nilai paesli obyek pajak kena
pajak. Nilai perolehan obyek pajak kena pajak ddalidai perolehan obyek
pajak dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidan& pajak yang ditetapkan
secara regional (masing - masing Kabupaen/Kota)ingalbanyak

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Makksetelah 14 hari setelah
tanggal Akta Jual Beli harus melunasi PBB (PajakmBdan Bangunan) 10
(sepuluh) tahun terakhir. Untuk peraturan terbanlantahun 2013 untuk biaya
BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguniéayarkan Kepada

Dinas Pendapatan Daerah .

Calon pembeli harus membuat pernyataan bahwa denganbeli tanah
tersebut ia tidak menjadi pemegang hak atas tamaly ynelebihi ketentuan

batas luas maksimum dan tarsdsentedguntai).

Pihak penjual membuat pernyataan bahwa tanah yamigkd tersebut tidak

dalam sengketa
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PPAT wajib menolak pembuatan akta jual beli apaljila

a) Tanah yang akan dijual sedang dalam sengketa, neerau disita oleh

pengadilan.

b) Kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tidakatikan sertipikat asli
atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dexgétar yang ada di kantor

pertanahan.

c) Salah satu atau para pihak yang akan melakukanbglatidak berhak atau

tidak memenuhi syarat untuk melakukan jual beli.

d) Salah satu pihak bertindak atas dasar kuasa myaiads ada pada hakikatnya

berisi perbuatan hukum memindahkan hak.
e) Belum diperoleh ijin dari pejabat yang berwenang.
E.2.2 Proses Penandatangan Akta Jual Beli ™

a) Pembuatan akta harus dihadiri oleh pihak penjual c@on pembeli atau

kuasanya yang sah

b) Pembuatan akta harus dihadiri oleh sekuarang-kaoyendua saksi

" Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canesaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
® Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
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c) PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) wajib membacakéta serta
menjelaskan mengenai isi dan maksud pembuatan aktda prosedur
pendaftaran tanah yang harus dilaksanakan. Bilakis telah disetujui oleh
penjual dan calon pembeli maka akta ditandatangbkehi penjual, pembeli,

saksi-saksi dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

d) Akta dibuat dalam 4 (empat) rangkap, rangkap petaisimpan di kantor
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), lembar keduakupihak pembeli ,
lembar ketiga untuk pihak penjual dan lembar kee¢rdgampaikan ke kantor

pertanahan untuk keperluan pendaftaran (balik nama)
Biaya yang harus dibayar untuk membuat Akta Jubl:Be

Besarnya biaya pembuatan akta tidak bolelelhi 1% (satu persen)
dari harga transaksi yang tercantum didalam aldtel&h selesai pembuatan Akta
Jual Beli, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kearudienyerahkan Akta Jual
Beli dan dokumen lain yang diperlukan ke Kantort®®han untuk keperluan
Balik Nama sertipikat. Penyerahan harus dilaksamagelambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya aktaebut.

® Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
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Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nehbafun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa :

“selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelatanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPADwagnyampaikan
akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yangsdogkutan
kepada Kantor Pertanahn untuk didaftar.”

Berkas atau dokumen yang diserahkan terdiri darat permohonan
pendaftaran balik nama, surat kuasa tertulis (#gpddailik nama diajukan bukan
oleh pembeli), akta jual beli PPAT (Pejabat PemiAlda Tanah), sertipikat hak
atas tanah, fotokopi KTP pembeli dan penjual, gemindahan hak dari pejabat
yang berwenang (apabila diperlukan), bukti pelunagambayaran PPh (Pajak
Penghasilan) , bukti pelunasan BPHTB (Bea PeroldHak Atas Tanah dan

Bangunan)’’

Setelah berkas disampaikan ke KantataRahan, Kantor pertanahan
memberikan tanda bukti penerimaan permohonan bahka kepada pemohon atas
kuasanya. Nama pemegang hak lama (penjual) didai&km tanah dan sertipikat
dicoret dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepaator Pertanahan atau pejabat
yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru (peintliélilis pada halaman dan

kolom yang ada pada buku tanah dan sertipikat aengjaubuhi tanggal

" Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
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pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantdaefd&han atau pejabat yang

ditunjuk.”®

F. Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah

Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah dilakukan denghenyerahkan seluruh

berkas-berkas pendaftaran ke Kantor Pertanahanmahpguti :

Berkas yang diserahkan meligdti

1.

Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandgan pemohon atau
kuasanya diatas materai cukup permohonan balik nang ditandatangani

oleh pembeli

. Surat Kuasa apabila dikuasakan

. Fotocopy identitas pemohon dari pihak penjual daakppembeli atau apabila

ada ahli waris (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Kelaardan kuasa apabila

dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslirsfa pétugas loket

. Asli Sertipikat Hak Atas Tanah
. Akta jual-beli yang dibuat PPAT (Pejabat PembuataAkanah)

. Apabila merupakan tanah warisan makan harus mekgeriSurat Keterangan

Waris sesuai Peraturan Perundang-undangan dan/ddet Notariil

. Foto copy SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhufaigin Terakhir

8 Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00

¥ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hak TanaliadamBagian Pendaftaran tanah Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung Mula, tanggaigajaPukul 14.00 WIB
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8. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan ysteigh dicocokkan
dengan aslinya oleh petugas loket

9. Penyerahan bukti pelunasan PPh (Pajak Penghasbakji pelunasan BPHTB
(Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) daBOR)®0.000,00 (enam

puluh juta rupiah) bukti bayar uang pemasukan (jsaad& pendaftaran hak)

Biaya Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah

Menurut Bapak Mula selaku Kepala Seksi Hakah dan Pendaftaran
Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung rekara bahwa telah
ditetapkan biaya balik nama di Kantor Pertanahdoudaten Tulungagung adalah
biaya cek sertipkat Rp. 50.000,00 (lima puluh ritupiah) dan biaya untuk
meproses balik nama Rp. 50.000,00 (lima puluh nbpiah) jadi totalnya

Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
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G. Hambatan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.2 . Hambatan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Tulungagung

NO

KASUS

HAMBATAN

Kasus yang dialami oleh Pihak Penj
Ibu Bandiyah dan Pihak Pembeli Bap
Hadi Pandoyo

nal
ak

Dalam PPJB tidak ada klausula
tentang proses balik nama dan

tidak ada kuasa menjual.

Pada saat akan balik nama ah
waris yang bertindak sebagai
penjual tidak diketahui
keberadaannya

Kekurangan berkas SKW (Surnat

Keterangan Waris)

Kasus yang dialami Oleh Pihak Penj
yaitu Bapak Bambang dan Pih
Pembeli yaitu Bapak Teguh

nal
ak

Pada saat jual beli oleh pemili
pertama kepada pemilik kedua
tidak dituangkan dalam

perjanjian jual beli secarn
tertulis sehingga pemilik kedu

tidak dapat membuktikan jual

beli tersebut.

Penjual pertama (Maridjo) tid3g
diketemukan
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3 Kasus yang dialami Oleh Pihak Penjudl Adanya sengketa kepemilikan
yaitu Ny.R.Ay Munoto (Karmiasih) dan antar ahli waris yaitu dari pihak
Pembeli Bapak Karno CS (Warga istri pertama dengan pihak istri
Tanah Keputren) kedua

2. Para pembeli tidak ada inisiatif
melakukan gugatan dan seolah-
olah melepaskan haknya
sebagai pembeli atas jual bel
tanah tersebut

Sumber : Data Primer, diolah, Oktober 2012

G.1 Kasus Pertama

Kasus pertama adalah perjanjian jual beli tanaty yarjadi antara lbu
Bandiyah sebagai penjual dan Bapak Hadi Pandoyagselpembeli. Sebidang
tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut berttasaSertipikat Hak Milik
No0.220 atas nama Moersaid Priharto. Tanah tergelatak di Desa Kenayan,

Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Jual beli dalam kasus ini diawali dengan IJBaf@n Jual Beli) .
Didalam Akta 1JB (lkatan Jual Beli Tanah Tanggal @i 1985) dengan
Nomor Akta 27 yang dibuat oleh/atau di hadapan ot®laskyur, tidak
memuat adanya klasula yang mengatur mengenai “ jikmma untuk
melakukan proses balik nama”, selain itu didalaB [Jkatan Jual Beli)
tersebut tidak dimuat klasula yang berisi tentangsk menjual. Sehingga

Perjanjian pengikatan jual beli tanah yang teldbuali tidak dapat digunakan
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untuk proses balik nama. Hal ini membuat hambatmama dalam proses

balik nama dalam kasus pertama ini.

Bapak Notaris Maskyur Notaris Kabupaten Tulungagung

menyampaikan bahwa :

“ Alasan dalam lkatan Jual beli para pihak tidak masukkan
klasusla kewajiban untuk proses Balik Nama adaktehka pada saat
itu para pihak telah bersedia bertemu kembali untu&ntinya
melakukan proses balik nama, atas dasar tersebtiraka tidak

dibuatkan juga Kuasa Menjut:

Artinya proses penandatangan Akta Jual Beli galaya bergantung
pada kehadiran para pihak karena didalam IJB (fkdteaal Beli) yang telah
dibuat oleh para pihak tidak memuat mengenai prbséik nama dan tidak

disertakan kuasa menjual.

Dalam wawancara dengan Bapak Notaris Bambang \ogiay Notaris
Kabupaten Tulungagung menyampaikan Bahwa : “ Kumeajual berisikan
tentang untuk menjual, memindahkan dan melepaskdn atau membuat
perjanjian perjanjian sedemikian rupa sehinggaghnkkepada pihak lain atau
kepada penerima kuasa sendiri dimana nantinya pgeakbeli dan pihak

penjual tidak perlu bertemu lagi untuk melangsungieoses balik nama, hal

8 Hasil wawancara dengan Notaris Maskyur , padag@iriyt Oktober 2012, Pukul 14.00
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ini yang membuat jarang sekali ada permasalahaen&gproses balik nama
langsung dapat di lakukan setelah pembayaran Eor@cilan tersebut sudah

terpenuhi.

Kuasa menjual disini maksudnya adalah pemberi kumasanberikan
suatu kewenangan kepada penerima kuasa untukdadtatas nama pemberi
kuasa untuk melakukan perbuatan hukum jual bediltapang mana pemegang
hak atas tanah tersebut adalah si pemberi kuasamD&kta Kuasa Menjual

harus disebut secara jelas dan terperinci tentapgkodari kuasa.

Fungsi terpenting dari kuasa menjual dalam PPJBrjaif@an
Pengikatan Jual Beli) adalah apabila transaksiljedildiantara pihak penjual
dan pembeli telah selesai atau transaksi pembaysgeara bertahap telah
dilakukan dan pelunasan biasanya seluruh berkapeiabayaran pajak yang
menjadi kewajiban dari pihak penjual maupun pemteiih terpenuhi dapat
langsung dilakukan proses balik nama. Sehingga ilap#érjadi masalah-
masalah dikemudian hari yang berhubungan dengarbgliatersebut seperti
Balik Nama dan lain sebagainya sudah diserahkaansiépya kepada pembeli.
Pemberian surat kuasa jual adalah untuk mempermigiablenggarakannya
perbuatan hukum yang diinginkan oleh para pihakniyaeralihan hak atas

tanah melalui proses jual béf.

8 Hasil Wanwancara dengan Notaris Bambang Widiartdpada tanggal 17 Oktober 2012, Pukul
13.00 WIB
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Hambatan kedua terjadi pada saat pihak pembeln imgelakukan
proses Balik Nama, dikarenakan pada saat pembuldBafikatan Jual Beli)
tidak memuat tentang klausla proses balik namatidak menyertakan kuasa
menjual maka untuk proses balik nama harus mendt@edipihak penjual.
Kemudian Pihak Pembeli berusaha untuk mencari pipakjual ternyata
didapati informasi bahwa Pihak Penjual yaitu Ibun@gah dan anak-anaknya
yang dalam hal ini ahli warisnya tidak diketemukalikediamannya
(rumahnya) karena sudah berpindah tempat dari kediaya di Desa

Kenayan, Kecamatan Tulungagung tersebut.

Pada awalnya setelah Bapak Hadi Pandoyo selakak pgembeli
melunasi pembayaran ingin langsung melakukan prpeeandatangan Akta
Jual Beli dengan Ibu Bandiyah sebagai pihak penpamun lbu Bandiyah
dan anak-anaknya yang dalam hal ini ahli waris génak pembeli tidak
diketemukan dikediamannya. Fakta ini didapatkam Bapak Hendry sebagai

ahli waris dari Bapak Hadi Pandoyo.

Dikarenakan Pihak penjual tidak diketemukan kedeaanya maka
Bapak Hadi Pandoyo selaku pembeli memutuskan umtetghadap kepada

Bapak Mulyani selaku PPAT (Pejabat Pembuat AktaalhauCamat Kecamatan
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Tulungagung, sebagai camat tempat tanah tersellgtaie Dari Bapak

Mulyani diapatkan keterangan bahffa

“ Dengan adanya bukti perjanjian jual beli yang mpakan akta
otentik dan bukti kwitansi pelunasan pembayaranl, iha menjadi
pertimbangan untuk akhirnya pembeli dapat melakukamoses

penandatangan Akta Jual Beli”

Dalam wawancara diatas dapat dijelaskan bahwaakepghak pembeli
mengkonsultasikan kepada Bapak Mulyani, selaku PPRdjabat Pembuat
Akta tanah), Camat Kecamatan Tulungagung tempgéloltanah jual beli
tersebut terletak dan berdasarkan Akta 1JB (Ikdtzal Beli) Nomor:27, yang
dibuat oleh Notaris Maskyur, pada tanggal 20 Méi5] $esuai dengan aslinya.
Maka IJB (lkatan Jual Beli) yang dibuat oleh pihp&njual dan pembeli
merupakan suatu akta otentik dan dapat digunaksagaebukti yang memiliki

kekuatan hukum.

Menurut keterangan Bapak Mulyani selaku PPAT (Rejdbembuat
Akta Tanah), Camat Kecamatan Tulungagung maka jsélga Bapak Hadi
Pandoyo selaku pembeli dapat melakukan proses gataamganan Akta Jual
Beli di hadapan Bapak Mulyani tersebut. Dalam adkt@ebut Bapak Hadi

Pandoyo bertindak baik sebagai pihak penjual sgkssebagai pihak pembeli.

82 Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canestaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00
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Sehingga dengan di tandatanganinya Akta Jual Beli499/2006 yang
bertanggal 27 Desember 2006 Bapak Hadi Pandoyad dagara melakukan

proses Balik Nama di Kantor Pertanahan Kabupatéimgagung.

Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib untuk menyampaakaa Pejabat
Pembuat Akta Tanah berikut dokumen-dokumen laingydiperlukan untuk
keperluan peralihan hak yang bersangkutan kepadatoKaPertanahan,
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diganganinya akta
tersebuf® Sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Na4ndrahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakarabiahw

“selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelanggal
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT bwaji
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumexuxti@n
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahn untaltalid

Namun ternyata masih ada kekurangan berkas yangmbelapat
dilampirkan yaitu berkas SKW (Surat Keterangan Wjari Alasan
diperlukannya SKW (Surat Keterangan Waris) dalansgs balik nama pada
kasus ini adalah dalam Sertipikat Hak Milik No.22@sih tertulis atas nama
Moersaid Priharto dan belum dibalik namakan atasanahli warisnya yaitu
Ibu Bandiyah selaku istri dari Moersaid Prihartd{\$% (Surat Keterangan
Waris) tersebut merupakan hal mutlak yang harueridisan sebagai berkas

tertulis berdasarkan syarat untuk pendaftaran tated tanah warisaesuai

8 |rawan SoerodjoK epastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2001, hal
128.
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yang telah diatur di dalam Pasal 42 (5) Peratusndfintah Nomor.24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakaratiahw

“ Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik ateguan
rumah susun yang menurut akta pembagian waris hdioagi
bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu
didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, fiata
peralihan haknya kepada para penerima waris yanghdle
sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tamali
sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian wansdbut”

Sesuai dengan pasal diatas maka untuk dapat kilakya proses balik
nama sertipikat hak atas tanah maka pihak penpraishdapat menghadirkan
Ibu Bandiyah beserta ahli warisnya selaku penjuahalh dari tanah
kepemilikan Bapak Moersaid Priharto. Hal tersebatfungsi untuk dapat
dilakukan pembuatan (SKW) Surat Keterangan Wansyyaerupakan syarat
mutlak untuk proses balik nama sertipikat hak #aash. Hal tersebut diatas
yang menjadikan hambatan ketiga dalam kasus jualtdreah yang terjadi

anatara lbu Bandiyah selaku penjual dan Bapak Haddoyo selaku pembeli.

G.2 KasusKedua

Kasus kedua adalah perjanjian jual beli tayeaiy terjadi antara Bapak
Bambang selaku pihak penjual dan Bapak Teguh sefakak pembeli.
Sebidang tanah yang menjadi obyek jual beli tetsbbrdasarkan Sertipikat
Hak Milik No.59 atas nama Maridjo. Tanah tersehartetak di Desa geger,

Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung.
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Awalnya kasus kedua ini terjadi sekitaran Maret 800 Bapak
Bambang selaku penjual kedua melakukan traksalsiljali tanah dengan
Bapak Marijdo selaku pemilik Sertipikat Hak Atasnéa atau penjual pertama.
Namun pada saat itu jual beli yang dilakukan oledua belah pihak tidak
dituangkan dalam bentuk tertulis. Jadi jual betiata tersebut hanya dilakukan
secara lisan berdasarkan asas kepercayaan tangmladaertulis dan belum
dilakukan proses balik nama atas nama Bapak Bambrgun sertipikat hak
atas tanah atas nama Maridjo telah dibawah oleralBdmmbang selaku
pembeli.

Setelah itu Pada tanggal 3 Januari 2012 Bapak Bagndelaku penjual
kedua melakukan transaksi jual beli yang dilakudangan PPJB (Perjanjian
Pengikatan Jual Beli) yang dituangkan dalam akbmwlah tangan dengan
Bapak Teguh , disini dapat disimpulkan bahwa Bapaguh merupakan
pembeli kedua.

Dalam jual beli ini Bapak Teguh selaku pembeli kedielum dapat
membayar lunas atas harga obyek tanah yang tedapakati. Jadi pembayaran
dilakukan secara bertahap. Pada saat pembayaras ldibayarkan oleh
pembeli, Bapak Bambang selaku pihak penjual baringmé&rmasikan
bahwasanya sertipikat hak atas tanah belum atas pamjual dengan artian
dalam sertipikat tersebut masih atas nama pemiékama yaitu Bapak

Maridjo.
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Hambatan pertama dalam kasus ini adalah jual kg ydilakukan
Bapak Bambang selaku penjual kedua dengan Bapaldjpaelaku penjual
pertama dan pemilik hak atas tanah yang namangantiemm dalam sertipikat
tanah tersebut tidak dapat dibuktikan, karenaktmi@anya bukti tertulis atas
jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihaksebut, termasuk tidak
adanya bukti pembayaran yang diserahkan dari B&fzaklijo kepada Bapak
Bambang. Meskipun secara real, telah terjadi juidi tanah antara Bapak
Bambang dengan Bapak Maridjo tetapi karena tidak @efrjanjian jual bel
dalam bentuk tertulis demikian juga tidak ada byb@mbayaran, hal itu
menyebabkan jual beli antara Bapak Bambang denggrakBMaridjo sulit
untuk dibuktikan.

Mengenai alat bukti tertulis sebagai alat buktimaatelah diatur
didalam hukum acara perdata. Alat bukti tertuleuiagurat ialah segala sesuatu
yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkaik umgncurahkan isi
hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseoary dipergunakan
sebagai pembuktidif. Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan
bukti yang utama, karena dalam lalu lintas kepaataseringkali orang dengan
sengaja menyediakan suatu bukti yang dipakai kataoul suatu perselisihan

dan bukti yang disediakan pada lazimnya berupsauf?

8 Sudikno Mertokusumddukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogaykarta, 1985, hal 20.
8 M.Nur RasaidHukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Padang, 1995, hal 38.
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Dalam transaksi yang dilakukan antara Bapak Bambahggai penjual
kedua dengan Bapak Teguh selaku pembeli kedua,kBApmbang berhak
untuk menjual tanahnya tetapi harus dapat memhaskti&rjadinya proses jual
beli antara Bapak Bambang dan Bapak Maridjo tetsebelah diketahui
didalam hal jual beli tanah syarat materiil palumgma yang harus dipenuhi
sebagai penjual yaitu Yang berhak menjual adalamgoryang namanya
tercantum dalam sertipikat atau selain sertipfKat.

Hal tersebut diatas diperkuat dengan adanya P&€alK&HPerdata
yang mengatur tentangigendomadalah hak untuk menikmati suatu benda
dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda amisebebas-bebasnya,
asal tak dipergunakan bertentangan dengan Undadgrgnatau peraturan
umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempuny@emang untuk itu
dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hiak-ti@ang lain.
Kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinanyadpencabutan hak
itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran @eiggerugian yang
layak dan menurut Undang-Undang, demikikanlah pasan mengenai hak
milik menurut Pasal 570 KUHPerddta.

Dapat disimpulkan bahwa ha&kgendomadalah yang paling utama jika

dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lairendayang berhak itu

8 Urip SantosoPendaftaran dan Peralihak Hak Atas Tanah, Prenada Media Group,2010, Surabaya,
hal 367.

87 Sri Soedewi Masjchoen Sofwarukum Benda, Seksi Hukum Perdata Universitas Gadjahmada,
Yogyakarta, 1974, hal 53.
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dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan mengyasaémgan sebebas-

bebasnya. Pengertian dapat menguasai benda itarieegebas-bebasnya bisa

diartikan dalam dua arti. Pertama ialah dalam amiapat memperlainkan

(vervreemden)membebani, menyewakan dan lain-lain. Yaitu pokakdapat

melakukan perbuatan hukum terhadapa sesuatu zadkiakialah dalam arti :

dapat memetik buahnya, memakainya merusak, memeelilan lain-lain.

Yaitu pokoknya dapat melakukan perbuatan-perbuagteriil %

Eigendommerupakan droit inviolable et sacréeyaitu hak yang tidak
dapat diganggu gugat. Dan ini hanya tertuju padagrlain yang bukan
eigennar tetapi juga tertuju pada pembentukan undang-undaraypun
penguasa, dimana mereka itu tak boleh sewenangargemaembatasi
eigendom melainkan harus ada balasannya, harus memenahatsyarat
tertentu®®

Ciri-Ciri dari Hak Milik :

Yang merupakan cirri-ciri dagigendomitu ialah sebagai berikut :

1. Eigendomitu selalu merupakan hak induk terhadap hak-halehkdaan yang
lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya largifat terbatas itu
berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.

2. Hak milik itu ditinjau dariquantitenyamerupakan hal yang selengkap-

lengkapnya.

8 bid, hal 54.
8 |pid, hal 54.
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3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akadenyap terhadap hak
kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yangldaiat lenyap jika
menghadapeigendom Hak milik mengandung inti (benih) dari semua hak
kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yangudianya merupakan
ponderdee(bagian) saja dari hak mili.

Dengan adanya ketentuan yang telah dijabarkansdmtka sertipikat
hak atas tanah merupakan tanda bukti hak yang Remilik yang namanya
tercantum dalam sertipikat adalah merupakan penydikg sah menguasai
benda tersebut dan berhak melakukan perbuatan htéwmasuk perbuatan

jual beli tanah dan mengalihkan hak atas tanah.

Dalam kasus ini Bapak Teguh selaku Pihak Pembedu& belum
dapat melakukan proses balik nama dengan kataPlidiak pembeli belum
dapat memperoleh haknya, padahal disini pihak penékah melakukan
kewajibannya untuk membayar dengan lunas atasbglaltanah yang telah
disepakati. Untuk melakukan proses balik nama,lsebe/a dibuat Akta Jual
Beli yang dibuat oleh dan/atau di hadapan PPAT jada¢ Pembuat Akta
Tanah ) sesuai dengan kewenangannya. Proses pambdkta Jual Beli
dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, dimanaagenjual harus sesuai

dengan nama yang tercantum didalam sertipikat ke tanah, apabila tidak

% |pid, hal 60.
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sesuai maka tidak dapat dilakukan pendandatangaa AWal Beli yang
kemudian dilakukan proses balik nama di KantordPetthan .

Hambatan kedua dalam kasus ini adalah pada saatk BB@mbang
mencari keberadaan Bapak Maridjo didapati inforntediwa Bapak Maridjo
sudah tidak tinggal dikediamannya sejak tahun 2@a@& para tetangga
sekitarnya tidak mengetahui tempat tinggal yangubkediaman Bapak
Maridjo. Sampai pada saat ini Bapak Maridjo beluapat diketemukan
keberadaannya. Menurut peraturan yang berlaku mangeersyaratan
pemindahan hak telah diatur di dalam Pasal 37 @yaPeraturan Pemerintah
Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah geasmgatakan sebagai
berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwuamah susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukdalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak yajnn
kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapdaftarkan,
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAdng

berwenang menurut ketentuan peraturan perundangtugan
yang berlaku.”

Dari ketentuan Pasal diatas sudah sargjas jpahwasanya setiap
transaksi yang berhubungan tentang jual beli obyak atas tanah ataupun
peralihan hak atas tanah harus didaftarkan, narenpataanya dalam kasus ini
pihak penjual tidak melaksanakan aturan dari Pgaah telah dijelaskan

diatas.
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G.3 KasusKetiga

Kasus ketiga adalah perjanjian jual beli tanafhgyerjadi antara R.Ay
Moenoto (Karmiasih) dengan Bapak Karno cs (Wargaahaeputren). Tanah
dengan luas 23.950 m? yang menjadi obyek jual teeBebut berdasarkan
Sertipikat Hak Milik No.145 atas nama Raden Mas Mie. Tanah tersebut
terletak di Desa Kampungdalem, Kecamatan Tulungggukabupaten

Tulungagung.

Pada awalnya daerah tanah keputren yang berada efia D
Kampungdalem bagian timur, dahulunya adalah milikpd&i Tulungagung
R.M. Pringgokusumo yang diwariskan kepada putrédRgden Mas Moenoto.
Awalnya para keluarga tanah keputren memperbolehkarga meninggali
tanah tersebut dan memperbolehkan membangun rub@adgunan) di atas
tanah tersebut. Warga membayar sewa setiap saan ldn warga juga
membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunmjigini dapat

dijelaskan silsilah dari Keluarga atau ahli wasisah keputren yaitu®*

! Hasil wawancara dengan Bapak Endro Sebagai Luedeikah Kampungdalem, Pada tanggal 18
Oktober 2012, Pukul 13.30
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Silsilah keluarga Raden Mas Moenoto (Putra R.M d@yakusomo),

selaku pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah :

Perkawinan Pertama

1. Istri Pertama : R.Ay Moenoto (Martinah)

Anak ;1. R.M Sasmito Notokusumo

2. R.Ay Astati Notokusumo

3. R.Ay Sri Rukmi Notokusumo

Perkawinan Kedua

2. lIstri Kedua : R.Ay. Moenoto (Karmiasih)

Anak : 1. R.M Mufangat Notokusumo

2 . R.M Indronototdkusumo

3. R.Ay Widji Lestari Notokusumo

Keterangan dari silsilah keluarga Raden Mas Mteihersebut adalah
Perkawinan Pertama yang terjadi antara Raden MasnMo dengan istri
pertamanya R.Ay Moenoto (Martinah) adalah sah mérwkum perkawinan
yang berlaku yaitu dicatakan dan sah menurut hugagama yang dianutnya

menurut keterangannya beragama islam. Untuk peneanwkedua yang terjadi
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antara Raden Mas Moenoto dengan R.Ay Moenoto (Kamimi hanya sah

menurut hukum ajaran islam namun tidak dicatatkan.

Pada awalnya kasus ini terjadi Pada sekitaran tdl9&3. Kasus ini
terjadi antara keluarga tanah keputren dan wangaht&eputren yaitu antara
R.Ay Moenoto (Karmiasih) yang merupakan Istri Keddai Raden Mas
Monoto (Pemilik tanah keputren) dengan Bapak Kammdgsekitar 150 Kepala
keluarga) warga tanah keputren. Proses jual belahtakeputren awalnya
dilakukan secara lisan karena pada saat itu waelyambdapat membayar tunai
dan akhirnya dilakukan pembayaran secara bertakamudian ketika
pembayaran pihak penjual dengan pihak pembeli ntEtangani Surat
Perjanjian ( Pelepasan Hak Atas Tanah) . Jadi k&ségn-kesepakatan
diantara para pihak awalnya dituangkan dengan lidan atas dasar

kepercayaan. Dimana isi kesepakatan tersebut arf4lah

a. Jual Beli tanah keputren dapat dilakukan dengan
pembayaran awal sebagai uang muka dan sisanya dapat

dilakukan dengan pembayaran cicilan (bertahap)

b. Setelah nantinya pembeli melakukan pembayaranaecar
lunas atas tanah yang dibelinya, maka akan dilakuka

pemecahan sertipikat tanah dan untuk kemudian

9’Hasil wawancara dengan Bapak Endro Sebagai Luréakeh Kampungdalem, Pada tanggal 18
Oktober 2012, Pukul 13.30
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dilakukan proses balik nama sertipikat hak ataaltai

Kantor Pertanahan.

Dalam kasus ini seluruh pihak dari tanah keputrefakt dapat
diwawancarai secara langsung, informasi kasusiperdleh dari keterangan
Bapak Endro Sebagai Lurah Kelurahan Kampungdalanam& tempat tanah

keputren tersebut terletak.

Hambatan pertama dari kasus ini adalah karenayadsngketa antara
R.Ay Moenoto (Martinah) dan anak-anaknya dengan yR.Moenoto
(Karmiasih) dan anak-anaknya yang merupakan ahtiswdari Raden Mas
Moenoto. Sengketa ini terjadi karena para ahli svddari Raden Mas Moenoto
saling berebut bagian dari tanah keputren terséhidty Moenoto (Martinah)
selaku istri pertama dan anak-anaknya tidak merdgienapabila tanah
keputren yang ditinggali warga untuk dijual ataalitkan kepemilikannya
kepada warga yang menghuni tanah tersebut. Habgrsliungkapkan oleh

Bapak Endro selaku Lurah Keluarahan Kampungdalenyatakan bahw4 :

“Istri pertama dan anak-anaknya tidak menghendakiul dijualnya
tanah keputren tersebut, dikarenakan tidak mendapasiat dari
suaminya (pewaris) untuk menjual tanah keputren arga

diperbelehkan meninggali tanah tersebut namun tidiplerbolehkan

% Hasil wawancara dengan Bapak Endro Sebagai Luedeikah Kampungdalem, Pada tanggal 18
Oktober 2012, Pukul 13.30
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melakukan balik nama sertipikat hak atas tanah.aPahli waris
disini menginginkan warga yang tinggal di tanah kigpn agar tetap

secara turun temurun *“

Namun disisi lain R.Ay Moenoto (Karmilgsselaku istri kedua berniat
untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan kepadaga yang menghuni
tanah keputren tersebut. Warga yang memang beuntak memilik tanah
tersebut, akhirnya membeli sebagian tanah kepu&esebut dari istri kedua
yaitu R.Ay Moenoto (Karmiasih), dengan pembayarangydilakukan secara
bertahap, dimana apabila lunas akan dilakukan prbaBk nama atas nama
warga untuk sebagian tanah yang telah dibelinyaen@ R.Ay Moenoto
(Martinah) selaku istri pertama tidak menyetujuigh@an hak tersebut, maka
warga yang telah membayar lunas akhirnya meminta agng yang telah
dibayarkan kepada istri kedua yaitu R.Ay Moenotoarfliasin) untuk

dikembalikan kepada warga.

Surat Perjanjian (Pelepasan Hak Ata&anah) yang telah
ditandatangani oleh warga yang telah melunasi pgarba hak atas tanah
ternyata tidak dilakukan dalam bentuk akta oteytkg dibuat di hadapan
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau hanya ditakisecara dibawah
tangan. Sehingga warga yang telah mendapatkan Bargtnjian (Pelepasan
Hak Atas Tanah) tidak dapat melakukan proses Ilaika sertipikat hak atas

tanah.
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Selama adanya sengketa antara R.Ay nbtoe (Martinah) dan
merupakan ahli waris dari Raden Mas Moenoto belwapat diselesaikan,
maka hal tersebut menjadi hambatan bagi warga umerkdapatkan haknya,
karena belum diketahui siapa ahli waris dari Rades Moenoto yang berhak
untuk menjual bagian tertentu atas tanah keputpadeetiap-tiap warga yang

menghuni dan berniat membeli tanah keputren tetsebu

Hambatan kedua adalah tidak ada inisiatif dari wangtuk melakukan
gugatan kepada pihak penjual, pihak pembeli seal@h-melepaskan haknya
sebagai pembeli dalam proses jual beli tersebaisakl warga tidak melakukan

gugatan dikarenakari®

1. Warga merasa berhutang budi kepada keluarga tasphtrkn karena
diberi kesempatan untuk meninggali tanah keputesars turun temurun
sejak puluhan tahun yang lalu. Meskipun warga segdng membangun

bangunan diatas tanah keputren tersebut

2. Karena keterbatasan biaya untuk proses pengadukarpeli Pengadilan,
maka warga lebih memilih jalur non litigasi dan gamnsaat ini tidak ada

itikad baik dari ahli waris tanah keputren tergebu

 Hasil wawancara dengan Bapak Karno Sebagai Perphaela tanggal 18 Oktober 2012, Pukul 19.00
WIB.



106

H. Upaya Penyelesasian Hambatan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah
Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan

Kabupaten Tulungagung

Timbulnya sengeketa hukum adalah bermula dari gy sesuatu pihak
(orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan datutan hak atas tanah baik
terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilj@ndengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi seengan ketentuan peraturan yang

berlaku.

Sifat permasalahan dari suatu sengketa \secara uadanbeberapa macam, antara
lain: %

a. Masalah/persoalan yang menyangkut priorotas untajgatd ditetapkan
sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yangtbersak, atau atas
tanah yang belum ada haknya.

b. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolglaauy digunakan

sebagai dasar pemberian hak (perdata)

c. Kekeliruan/kesalahan pemberian hak yang disebap&aarapan peraturan

yang kurang/tidak benar

d. Sengketa / masalah lain yang mengandung aspek-aspmél praktis

(bersifat strategis)

Rusmadi MuradPenyelesaian Sengeketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Bandung, 1991, Hal 23.
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Cara Penyelesaian Sengketa :

a. Dengan Cara Musyawarah_angkah-langkah pendekatan terhadap para pihak
yang bersengketa sering berhasil di dalam usahagefgmaian sengketa
(dengan jalan musyawarah). Tindakan ini tidak jgramenempatkan pihak
instansi pemerintah. Untuk itu diperlukan sikapakidmemihak serta tidak
melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak hdralntva mediator tersebut
harus bersikap pasif. Musyawarah ini apabila dikaky harus pula
memperhatikan tata cara formal seperti surat pegiamg berita acara atau
notulen rapat, akta atau pernyataan perdamaian larguna sebagai bukti
bagi para pihak maupun pihak ketitfa.

b. Penyelesaian Melalui Pengadilafpabila usaha-usaha musyawarah tersebut
mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalaaata prinsipiil yang
harus dilakukan oleh intansi lain yang berwenanigamya pengadilan, maka
kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajuokasalahnya ke

Pengadilan’’

Hal tersebut di atas tidak menutup kemungkinan iostansi agrarian
untuk dapat memutuskan sengketa dengan mengeluakkeputusan
administrasi sesuai dengan kewenangan yang adeaadaekdn ketentuan

perundangan yang berlaku. Jadi pada umumnya safatsdgketa ini adalah

% bid, hal 27
% |bid, hal 27
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maupun hak-hak lain atas suatu kesempatan/prioratas adanya suatu

ketetapan yang merugikan dirinya. Pada akhirnyayglesaian tersebut,

senantiasa harus memperhatikan/ selalu mendaskéfmta peraturan yang

berlaku®®

1.3 Tabel Upaya Penyelesaian Hambatan Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah
Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan
Kabupaten Tulungagung

NO | HAMBATAN UPAYA PENYELESAIAN
1 1. Dalam PPJB tidak ada 1. Menghadirkan pihak penjual atau
klausula tentang proses balik ahli warisnya
nama dan tidak ada kuasa ) ) )
menjual. . Menghadirkan pihak penjual atau
ahli warisnya
2. Pada saat akan balik nama
ahli waris yang bertindak
sebagai penjual tidak Di . .
. ; . Ditempuh jalur Pengadilan Agama
diketahui keberadaannya untuk memperoleh i
3. Kekurangan berkas SKW Penepatan Waris .
(Surat Keterangan Waris)
2 1. Pada saat jual beli oleh pemilikl. Menghadirkan pihak penjual atau
pertama kepada pemilik kedua ahli warisnya
tidak dituangkan dalam
perjanjian jual beli. Sehingga2 Bapak Teguh harusnya melakukan

pemilik kedua tidak dapat

mebuktikan terjadinya jual beli ~Bambang.
tersebut
2. Penjual pertama (Maridjq)

melakukan gugatan terhadap Bapak

% |bid, hal 28.
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tidak diketemukan

3 1. Adanya sengketa kepemilikanl. Pihak istri kedua menempuh jalur
antara ahli waris yaitu dayi Pengadilan Agama untyk
pihak istri pertama dengan mendapatkan Fatwa Pengadilan
pihak istri kedua Agama untuk bukti bahwa istyi

kedua merupakan ahli waris.

- o Karena para warga tidak melakukan
2. Para pembeli tidak ada inisia gugatan maka ditempuh jalur non
melakukan gugatan seolah-olah jitigasi dengan Rapat Musyawarah

melepaskan haknya dalam  ge|yryn pihak yang berkepentingar.
proses jual beli tersebut.

2.
Lif

Sumber : Data Primer, diolah, Oktober 2012

H.1 Upaya Penyelesaian K asus Pertama

Untuk hambatan pertama dalam kasus pertama inaladalalam akta
IJB (Ikatan Jual Beli) yang dibuat oleh dan/atainailapan Notaris Maskyur,
Tidak memuat tentang klasula mengenai “kewajibanlkuproses balik nama”

dan tidak menyerakan mengenai kuasa menjual.

Didalam Akta IJB (lkatan Jual Beli) Tanah Tangg#& Rlei 1985
dengan Nomor Akta 27 (Dua puluh tujuh) yang dibokh dan/atau di
hadapan Notaris Maskyur, tidak memuat adanya kKas@ng mengatur
mengenai “kewajiban untuk balik nama”. SehingggaPgan pengikatan jual
beli tanah yang telah dibuat tidak dapat digunalaumtk proses balik nama.
Dalam 1JB (lkatan Jual Beli) tersebut tidak mengkan kuasa menjual yang

berfungsi untuk dapat dilakukannya peralihan hakgsang, maka untuk
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proses balik nama sesuai dengan prosedurnya maka tidnadirkan antara

penjual dan pembeli.

Penyelesaian dari hambatan pertama adalah untwdt ddpkukannya
proses balik nama maka Bapak Hadi Pandoyo selakak ppembeli harus
dapat menghadirkan Pihak Penjual yaitu lbu Bandigah anak-anaknya
(Agung Prijono, Bagus Prijono, Wiwik Murduani danwit Rimawati) selaku
istri dan anak dari Alm.Moersaid Priharto selakumitié tanah yang namanya

tercantum didalam sertipikat.

Hambatan kedua terjadi dikarenakan pada saat ppleakbeli ingin
melakukan proses balik nama dan mencari pihak pegpitu lbu Bandiyah
dan anak-anaknya (Agung Prijono, Bagus Prijono, W/Murduani dan Wiwit
Rimawati) ternyata tidak diketemukan ditempat kewianya, menurut
informasinya Keluraga Ibu Bandiyah dan anak-anaki®yah meninggalkan
desa tersebut sejak tahun 1986 dan tidak diketafarimasi mengenai tempat

tinggalnya yang baru.

Untuk upaya penyelesaian hambatan kedua karem Pénjual tidak
diketemukan keberadannya maka Bapak Hadi Pandojakusepembeli
memutuskan untuk mengahadap kepada Bapak MulyEkusBPAT (Pejabat
Pembuat Akta Tanah) Camat Kecamatan Tulungaguibggae camat tempat

tanah tersebut terletak. Dengan adanya bukti ld&gh Jual Beli) yang dibuat
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oleh dan/atau di hapdan notarais yang merupakaa afentik dan bukti
kwitansi pelunasan pembayaran, hal ini menjadiipedngan dan akhirnya
dapat dilakukan proses penandatangan Akta Jual Bei#99/2006 yang
bertanggal 27 Desember 2006 di hadapan Bapak Mulgasebut, dalam
penandatangan Akta Jual Beli ini Bapak Hadi Pandmmtindak baik sebagai

penjual sekaligus sebagai pemb&li.

Setelah dapat dilakukan Penandatanganan Akta Beialdi PPAT
(Pejabat Pembuat Akta Tanah) setempat, terjadi atanlketiga yaitu ketika
berkas-berkas dari PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tadiajukan ke kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Kantor Pertanah@nyatakan
kekurangan berkas administrasi SKW (Surat Ketemand#aris) yang
merupakan syarat mutlak. SKW (Surat Keterangan s)/dverfungsi untuk
memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasilisamr maka surat
keterangan waris sangat diperlukan disamping sebdagar untuk proses

pendaftaran tanah maupun proses peralihan hakaaizis

Jual beli atas obyek tanah yang dijual oleh lbunddgah dan anak-
anaknya (Agung Prijono, Bagus Prijono, Wiwik Murduadan Wiwit

Rimawati) merupakan tanah warisan dari Alm.SuamiBapak Moersaid

% Hasil wawancara dengan Bapak Mulyani, PPAT Canesaihatan Tulungagung, tanggal 19 Oktober
2012, Pukul 09.00

190 Adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal
102.
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Priharto , jadi sertipikat tersebut masih atas soganyaitu Moersaid Priharto.
Untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahliswaaka untuk proses
jual beli tanah SKW (Surat Keterangan Waris) mekapasyarat mutlak yang
harus ada. Peralihan hak karena pewarisan telaldapahpenegasan Bab V,
Paragraf 3 tentang Peralihan Hak Karena Pewaris@agsimana tersebut
dalam penjelasan Pasal 42 Peraturan Pemerinta@4Ndahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, yakni sebagai betfut

Untuk peralihan hak karena pewarisan mengenai bgdeamah
hak yang sudah terdaftar, wajib diserahkan olehgyarenerima
hak atas tanah sebagai sebagai warisan kepada Kanto
Pertanahan, sertipikat yang bersangkutan, suratdéean orang
yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya desga
tanda bukti ahli waris. Peralihan hak karena pevgan terjadi
karena hukum pada saat bersangkutan meninggal dibatam
arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi peraeg hak
yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli wariatut
dalam hukum perdata yang berlaku. Pendaftaran plesal hak
karena pewarisan juga diwajibkan dalam rangka menkba
perlindungan hukum kepada para ahli waris dan deetertiban
tata usaha pendaftaran tanah. Surat tanda buktiagab ahli
waris dan berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, agwrat
Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli M/ar

Untuk menyelesaikan hambatan ketiga yaitu untukapatkan SKW
(Surat Keterangan Waris) dan penetapan siapa aag lyerhak mewaris atas
tanah Alm.Moersaid Priharto sebagai pemilik tanBhpak Mulyani, selaku

PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Tugurga memberi saran

1% penjelasan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemehiutaior 24 Tahun 1997
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untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Warigedgadilan Agama
Tulungagung karena menurut keterangannya disinirgel pihak adalah

beragama islant®?

Pada saat pengajuan berkas ke Pengadilan Aganetahlik bahwa
Bapak Hadi Meninggal dunia dan seterusnya kasudiunus dan diselesaikan
oleh ahli waris Bapak Hadi Pandoyo , yaitu IstritdjaMustakimah dan kelima
anaknya yaitu Drs.Hendry Setyawan, Msi, Hermin Syfani, Dra.Hastutik
Nurwulan, Nurul Istigomah dan Jun Qodrayati. Sétethlakukan proses
permohonan penertapan ahli waris. Pengadilan Agam#éungagung
mengeluarkan Penetapan Ahli waris paBatusan Pengadilan Agama

Tulungagung Tanggal : 19-04-2007 No.013/Pdt.P/2007/PATA .

Analisa Hakim dalam putusan tersebut dapat di lemarkarena telah

diapatkan fakta bahwa :

1. Moersaid Priharto meninggal sekitar tahun 1982

2. meninggakan Istri Bandiyah dan anak-anak AgungoRoy Bagus
Priyono, Wiwik Murdiani, dan Wiwit Rinawati

3. Bahwa untuk sebidang tanah di Kelurahan Kenayah &andiyah

sudah dijual kepada Hadi Pandoyo, berdasarkan Pétgnjian lkatan

192 Hasil wawancara dengan Bapak Hendry, Pada Tadggaktober 2012, Pukul 19.00 WIB



114

Jual Beli nomor : 27, yang dibuat oleh Notaris MaskSH, pada
tanggal 20 Mei 1985

4. Pada tahun 1986 Bandiyah dan anak-anaknya menkaggal
kediamannya dan tidak diketahui keberadadfiya.

Berdasarkan fakta diatas tersebut maka Bandiyahadak-anaknya
Agung Priyono, Bagus Priyono, Wiwik Murdiani, daniwit Rinawati
merupakan istri sah dan anak-anak sah dari Alm.Séoer Priharto dan
merupakan ahli waris yang berhak untuk menjualahpgninggalan warisan

dari Alm.Moersaid Priharto.

Penetapan ahli waris dapat dikeluarkan oleh Pelagadiegeri atau
Pengadilan Agama. Penetapan ahli waris untuk yamggama islam dibuat
oleh Pengadilan Agama atas permohonan ahli wareng@n isi putusan
bahwasanya mengabulkan permohonan pemohon yaitupttek pembeli
maka Putusan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilgama tersebut dapat
dijadikan kelengkapan berkas pengganti SKW (Suetekangan Waris) untuk
proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupatéangagung. Penetapan
ahli waris baik yang dikeluarkan oleh Pengadilanalg atau Pengadilan

Negeri atau Akta Waris yang dibuat oleh notarikdigecara hukum.

193 pytusan Pengadilan Agama Tulungagung Tanggal 412007 No.013/Pdt.P/2007/PATA
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H.2 Upaya Penyelesaian Kasus Kedua

Kasus ini terjadi Pada sekitaran Maret 2008, Baj@smbang
melakukan traksaksi jual beli tanah tanpa buktuter dengan Bapak Marijdo
selaku pemilik Sertipikat Hak Atas Tanah, dan beldirakukan proses balik
nama atas nama Bapak Bambang. Namun sertipikaatiagktanah atas nama

“Maridjo” telah dibawah oleh Bapak Bambang selakmpeli.

Setelah itu Pada tanggal 3 Januari 2012 Bapak Bagnelaku penjual
kedua melakukan transaksi jual beli yang dilakukegialui PPJB (Perjanjian
Pengikatan Jual Beli) dengan akta dibawah tangagateBapak Teguh , disini
dapat disimpulkan bahwa Bapak Teguh merupakan gdemkedua.
Hambatannya pertama dalam kasus ini adalah karepakBBambang pada
saat melakukan transkasi jual beli dengan Bapakidydatidak dibuktikan
dengan bukti tertulis. Oleh karena itu Bapak Bangbamarus dapat
mengahadirkan Bapak Maridjo sebagai bukti bahwahtdkrjadi jual beli

diantara kedua belah pihak tersebut.

Didalam jual beli atas obyek tanah telah diketabaihwa hak milik
baru berpindah dengan dilakukanhgaeringsyarat syahnykeveringitu harus

memenuhi syarat tertentd®®

1. Sahnya titel yang menjadi dasar dilakukanieyeering

104 Subekti,Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 12.
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2. Levering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak

berbuat bebas terhadap barang yditeyertersebut

Dengan titel yang dimaksudkan perjanjiabligatoir yang menjadi
dasareveringitu dengan perkataan lain : jual belinya, tukanol@rnya atau
penghibahannya (tiga perjanjian ini merupakan-titel untuk pemindahan hal
milik'®. Adapun orang yang “berhak berbuat bebas” adahilix barang
atau orang yang dikuasakan olehnya. Sesuai dersganeano plus yuriyang
berbunyi : orang tak dapat mengalihkan hak melefdtk yang ada padanya.
Ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yadgktiberhak adalah batal.
Asas ini bertujuan untuk melindungi pemegang hakgyaebenarnya.
Berdasarkan asas ini, pemegang hak yang sebeniksm selalu dapat

menuntut kembali haknya yang terdaftar atas naapapiin®

Untuk menyelesaiakan hambatan pertama ini Bapak bBam
mengahadap pada Bapak Rudy sebagai PPAT (PejaldiuBe Akta Tanah)
Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung tempakdbgah itu terletak.
Bapak Rudy memberikan keterengan bahwa tidak daqgékukan proses
penandatangan Akta Jual Beli, untuk dapat dilakuaoses penandatangan

Akta Jual Beli harus dapat menghadirkan Bapak Narid

1% Ipid, hal 13
198 Adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal
118
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Secara hukum jual beli yang dilakukan oleh BapakmBang dan
Bapak Teguh melalui PPJB (Perjanjian PengikatahBelg yang dibuat oleh
kedua belah pihak itu sendiri secara dibawah tatgdumm dapat dibenarkan,
karena sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Perataraeriftah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah segala perbuatammhbkrkenaan dengan
tanah harus dilakukan dengan akta otentik, ketentoasifatnya mengikat
dengan mengandung konsekuensi hukum bahwa suasaksa dengan obyek
berupa tanah apabila dilakukan dengan akta dibatesiyan terancam
kebatalan, sebab bertentangan dengan peraturamdpeg:tundangan yang
mengharuskan setiap traksasi atas tanah harusrdék¢myang dibuat oleh di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tatfah.

Hambatan kedua terjadi dikarenakan pada saat BEfaaidjo dicari
dikediamannya ternyata Bapak Maridjo sudah tidagggal dikediamannya dan
tidak diketahui lagi mengenai kediamannya yang .b&Padahal disini
kehadiran Bapak Maridjo sangat penting menginggbaBRaMaridjo adalah
pemilik sertipikat tanah. Kehadiran Bapak Maridi@ma akan membuktikan
apakah memang telah terjadi jual beli yang dilakukatara Bapak Maridjo
selaku pemlik dan penjual tanah dan Bapak Bambatakis pembeli tanah

pertama dan penjual tanah kedua. Sampai padansd@dpak Bambang telah

197 |rawan Soerodja epastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2001, hal

148.
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berusaha mencari keberadaan Bapak Maridjo namumpaapada saat ini

belum mendapatkan kepastian mengenai tempat tiyggal baru.

Berdasarkan keterangan yang telah didapatkan dpalBMula sebagai
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, KaR&rtanahan
Kebupaten Tulugagung menyatakan balfvaTelah dilakukan cek sertipikat,
diketahui bahwa sertipikat tersebut masih atas nisliexadjo (sebagai penjual
pertama) dan belum ada perbuatan hukum lain tekraaslik nama sertipikat
hak atas tanah dengan pihak manapun. Dalam kasupihiak Kantor
Pertanahan Kabupaten Tulungagung tidak berani miedakproses balik nama
apabila tidak ada pemilik tanah (orang) yang naraaeytera pada sertipikat

hak atas tanah tersebut.

Sebelum dilakukannya proses balik nama, maka pdrak pharus
melakukan proses penandatangan akta jual beli yhbgat oleh PPAT,
sebagai syarat dari balik nama sertipikat hak atasah. Dalam
penandatanganan Akta Jual Beli harus memenuhitsyang telah ditentukan
yaitu yang berhak menandatangani adalah pemegdngydmgy sah menurut

sertipikat hak atas tanah dapat juga diwakilkargdarkuasa yang sah bila ada.

Bapak Bambang memiliki hak untuk menjual namun joeli antara

Bapak Bambang dengan Bapak Maridjo harus dibuktikeaka seharusnya

198 Hasil wawancara dengan Bapak Mula selaku Kepatai$tak Tanah dan Pendaftaran Tanah,
Kantor Pertanahan Kebupaten Tulugagiagla Tanggal 20 Oktober, Pukul 14.00 WIB
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Bapak Teguh dapat melakukan gugatan terhadap BBpatbang. Gugatan
tersebut bertujuan untuk dapat mebuktikan apakgbalB@8ambang selaku
penjual berhak atas tanah dan menjual hak atas teevaebut atau tidak.
Apabila terbukti Bapak Bambang bukan pemilik tanzdika harus melakukan

ganti rugi kepada Bapak Teguh.

Hal penting yang perlu dipahami oleh pihak-pihakganelakukan jual
beli obyek hak atas tanah melalui PPJB (Perjaffamgikatan Jual Beli) yaitu
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) tidak baddbkukan bertahap atau
dilakukan dua kali dan seterusnya, jadi apabilaakédan jual beli melalui
PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) harus dlakusecara tuntas sampai
dengan proses penyerah@eavering) nyata barang dan proses balik nama di
Kantor Pertanahan. Apabila belum ada proses baikanmaka tidak boleh
dilakukan peralihan jual beli tanah tersebut, malsebagimana disampaikan
oleh Bapak Dodik Fertayani sebagai Kepala Seksigi8sa, Konflik dan

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupatenggdgung

H.3 Upaya Penyelesaian Kasus K etiga

Kasus ini terjadi Pada sekitaran tahun 1983. Kasuserjadi antara
Keluarga tanah keputren dan warga tanah keputrén giatara R.Ay Moenoto

(Karmiasih) yang merupakan Istri Kedua dari RadeasNWonoto (Pemilik
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tanah keputren) dengan Bapak Karno CS (warga tegyaliren). Dalam kasus

ini diambil salah satu sampel dari warga Tanah kepuyaitu Bapak Karno .

Pada saat jual beli obyek tanah melalui PPJB (Rj&raPengikatan
Jual Beli Tanah) dengan Akta Dibawah Tangan yamgraya dilakukan secara
lisan, karena pada saat itu para warga belum deggehbayar tunai dan
akhirnya dilakukan pembayaran secara bertahap. Heamketika pembayaran

lunas diberi Surat Perjanjian ( Pelepeasan Hak Aaasih) .

Hambatan pertama yang terjadi didalam kasus ketigaisebabkan
karena pada saat para warga ada yang telah mefakekanasan pembayaran
dibuktikan dengan Surat Perjanjian (Pelepasan H&ks Aranah). Warga
menghendaki untuk dilakukannya proses balik nam#&aittor Pertanahan.
Namun pada saat akan melakukan pengurusan prasasdatangan Akta Jual
Beli baru diketahui terjadi sengketa antara ahliisveari pihak istri Pertama
R.Ay Moenoto (Martinah) dan dari pihak istri kedl@.Ay Moenoto
(Karmiasih) . Baru diketahui bahwa ternyata pihstki pertama berserta anak-
anaknya tidak pernah menghendaki bahwa tanah legpugrsebut dijual
kepada warga, namun uang jual beli baik yang subayar secara lunas
maupun mencicil sudah masuk kepada pihak ahli wsiiskedua dan anak-

anaknya dan tidak dapat diambil kembali.



121

Proses perjanjian jual beli tanah antara istriukedR.Ay Moenoto
(Karmiasih) dengan warga tanah keputren tidak meimemsur syarat sahnya
perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukumdd#ar Syarat sah

perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata memilikngur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subykéténa mengenai
orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakamjmenjasedangkan dua
syarat yang terakhir dinamakan syrata-syarat obyéddrena mengenai
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatanuhukyang dilakukan.
Dengan sepakakat atau juga dinamakan perizinargkduakan bahwa kedua
subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bekagpaetuju atau seia-
sekata menganai hal-hal yang pokok dari perjanjarg diadakan itu. Orang

yang membuat suatu perjanjian harus cakap menwkunhn Pada asasnya,
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setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dhat gikirannya adalah

cakap menurut hukurf?®

Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut sebagai oraamgyo/ang tidak cakap

membuat suatu perjanjian :

1) Orang-orang yang belum dewasa

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan

3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh hgntdedang, dan
semua orang kepada siapa Undang-Undang telah meglareembuat

perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu parjarharus
mengenai suatu hal tertetntu., artinya apa yanegridipjikan hak-hak dan
kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu pesafghan. Barang yang
dimaksudkan perjanjian paling sedikit harus ditkatujenisnya. Untuk syarat
keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanyau sseliab yang halal.
Dengan sebab ( bahasa Belaondazaak bahasa latitausg ini dimaksudkan

tiada lain dari pada isi perjanjiatf.

Dalam kasus ini R.Ay Moenoto (Karmiasih) selakuiigertama dan

sebagi penjual tanah keputren belum dapat memamshr suatu hal tertetu

199 gybekti,Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakart, 1998, hal 17.
19 hid, hal 19.



123

dimana hal tertentu tersebut berupa obyek tanaly ymmetapan mengenai
yang berhak mewaris tanah tersebut belum ditentukbrsur yang tidak
dipenuhi oleh pihak penjual merupakan syarat olifiyealam hal syarat
obyektif, kalau syarat tersebut tidak terpenuhrjgmgian tersebut akan batal
demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah diléan suatu perjanjian dan
tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para piyekg mengadakan
perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikdtakum, adalah gagal.
Dengan demikian, maka tidak ada sadar untuk saimeguntut di depan

hakim1*!

Selain belum memenuhi unsur dari Pasal 1320 KUHRartersebut
pihak penjual R.Ay Moenoto (Karmiasih) selaku i&tedua sebagai penjual
tanah juga belum memenuhi syarat peralihan haktated karena pewarisan
yang telah diatur di dalam Pasal 43 (3) Jo Pasgii®eraturan Pemerintah

No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yangatedan :

Pasal 43 (4) : Jika penerima warisan lebih dari isairang dan
waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertaéndan akta
pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak t@nah
atau hak milik atas satuan rumah susun tertentwhakepada
seorang penerima warisan tertenu, pendaftaran peaal hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itakdkan kepada
peneriama warisan yang bersangkutan berdasarkaratstanda
bukti sebagai ahli waris dam akta pembagagian waeisebut.”

Pasal 43 (5) : “ Warisan berupa jak atas tanah ataak milik atas
satuan rumah susun yang menurut akta pembagianswaarus

11 pid, hal 20.
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dibagi bersama antara beberapa penerima warisanuateaktu
didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, tiadgperalihan
haknya kepada para penerima waris yang berhak sabagk
bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagia waris
dan/atau akta pembagian waris tersebut”

Suatu hak bersama yang diperoleh dari warisan pilagi sehingga
menjadi hak individuKesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut
perlu dituangkan dalam akta PPAT (Pejabat Pembutt Aanah) yang akan
menjadi dasar pendafatarannya. Dalam pembagiagbtéréddak harus semua
pemegang hak bersama memperoleh bagian. Dalam pemblaarta waris
sering kali yang menjadi pemegang hak individu laarsebagian dari
keseluruhan penerima warisan., asalkan hak tersdibpekati oleh seluruh

penerima warisan sebagai pemegang hak bers&ma.

Untuk menyelesaikan hambatan pertama tersebut pdaak istri
Pertama R.Ay Meoenoto (Karmiasih) berserta anakfaysa mengurus fatwa
waris di Pengadilan Agama yang dapat diajadikantib&#lengadilan Agama
berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pemiaayia@n peninggalan
seorang pewaris yang beragama islam dan kewendegsebut telah diatur
dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200GamgnPeradilan

Agama yang menyatakan bahwa :

12 adrian SutediPeralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal
104.
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“ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di éihg&rtama
antara orang-orang beragama islam dibidang :

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkakum
islam, wakaf dan shadaqgah.

Dalam hal ini R.Ay Moenoto (Karmisasih) bertempatggal di
Surabaya maka pengurusan fatwa dilakukan di Pelagadigama Surabaya.
Dengan permohonan tersebut makan Pengadilan Agamaab&a
mengelurakarFatwa Pengadilan Agama Surabaya Tentang Waris Damai
No.:. 554/Fatwal/l/1989. Pengadilan Agama Surabaya memberi fatwa
berdasarkan atas keterangan pemohon dan saksi-d&ksia Pengadilan
Agama Surabaya memberi fatwa berdasar hukum iskehwa ahli waris
almarhum Raden Mas Moenoto tersebut adalah teddnii seorang istri dan
seorang anak laki-laki R.Ay Moenoto (Karmiasih) diatoronoto, karena anak

yang lain non islam.

Penetapan Fatwa Pengadilan Agama Surabaya yangtakay bahwa
istri kedua dan ahli waris yang beragama islam derhewarisi adalah dapat
dibenarkan menurut hukum sesuai dengan aturan Yaertpku. Fatwa
pengadilan tersebut hanya merupakan keterangamgepenentuan siapa saja
yang berhak mewaris. Namun dalam kasus ini pihaig ylaerhak mewaris

menurut silsilah keluarga Raden Mas Moenoto adatiéh kedua belah pihak
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yaitu istri Pertama R.Ay Moenoto (Martinah) dengetri kedua R.Ay

Moenoto (Karmiasih).
Didalam fatwa pengadilan tersebut hakim belum metmplkeangkan :

1. Keberadaan R.Ay Moenoto (Martinah) selaku istrt@®a dari Raden Mas

Meonoto dan anak-anaknya.

2. Saat kapan tanah tersebut dimiliki oleh Raden MaserMto. Apakah
dimiliki sebelum pernikahan pertama dengan R.Ay Mude (Martinah)

atau setelah pernikahan kedua dengan R.Ay MoeHKaianjasih).

Berdasarkan informasi dari Bapak Endro Lurdfelurahan
Kampungdalem, menyatakan bahwa tidak mendapatniafgir secara tepat
mengenai tanggal dan tahun tepatnya perkawinararpartdan perkawinan
kedua Raden Mas Moenoto, namun menurut keterangpakBEndro tersebut
bahwa harta warisan tersebut didapatkan setelakawgran pertama dan

perkawinan kedua Raden Mas Moenoto berlangsung.

Dengan adanya peninggalan harta dari RadenNléenoto maka disini
akan dianalisis bagaimana sistem pewarisan dan gquperb waris dari harta
peninggalan Raden Mas Moenoto untuk setiap ahliswga yang berhak.

Syarat ahli waris ab intestaat menurut Pasal 83RiR&fdata berkata :

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadli ataris
lalah, para keluarga sedarah, baik syah maupun lkawin, dan Si
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suami atau istri yang hidup terlama, semua menatutan tertera
dibawah ini”

Asas hukum waris menurut pasa 832 KUHPerdattaladatuk dapat
mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dersgapewaris.
Hubungan darah tersebut dapat syah atau luar kdaik, melalui garis ibu
maupun garis bapak. Hubungan darah yang syah adalaingan darah yang
ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinamgysyah. Hubungan darah
yang tak syah timbul sebagai akibat hubungan arsteocsang laiki-laki dan

seorang perempuan dan pengakuan anak secars sah.

Sesuai dengan Asas hukum waris KUHPerda@ng mengatakan
bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyirgkinkenutup keluarga
yang lebih jauh, mendapat penerapan/penjabaramldmdbagian Il, Bab ke
XIlI dubawah judul “Tentang pewarisan para keluasgdarah yang sah, dan

suami atau istri yang hidup terlam&*

Keluarga sedarah pewaris menurut KUHPerdata, sdisudalam
kelompok, yang disebut dengan nama “golongan alliisiy terdiri dari
golongan 1 sampai dengan golongan IV, diukur mengauh dekatnya
hubungan darah dengan si pewaris, dimana golorayao Igbih dekat menutup
golongan yang lebih jauh. Anak luar kawin yang diakecara sah tak

termasuk dalam satu golongan tersebut, tetapi rakampkelompok tersendiri.

113 3 SatrioHukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, hal 29.
4bid, hal 99.
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Prinsipnya, kalau masih ada ahli waris golongangylebih dekat dengan
pewaris, maka golongan ahli waris yang lebih jagittutup untuk mewaris.
Mereka baru muncul sebagai ahli waris, kalau patavearis golongan yang

lebih dekat dengan pewaris sudah tidak ada‘&gi.

Didalam hal mengenai anak luar kawin Undandamg sendiri tidak
dengan tegas mengatakan siapa yang dapa dikatak&nlwar kawin, tetapi
dari Pasal 272 KUHPerdata dapat disimpulkan, baamak luar kawin yang
dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seprbu, tetapi tidak yang
tidak dibenihkan oleh seorang pria yang beradand@atan perkawinan sah
dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuidatia kelompok anak zinah

dan anak-anak sumbafj.

Syarat agar anak luar kawin dapat mewadalah bahwa anak luar
kawin tersebut harus diakui dengan sah, karena mesistem KUHPerdata
asasnya adalah bahwa hanya mereka-mereka yang mganploubungan
dengan si pewaris sajalah, yang mempunyai hak wassurut Undang-
Undang. Hubungan tersebut justru lahir karena parga Namun
pembentukan undang-undang tidak 100% (seratusrpeks@sekuen dengan
pendiriannya, karena walaupun anak luar kawin bersedak diakui secara sah

oleh ayah biologisnya, tetapi antara si anak lwawik dengan ayahnya ada

15 1pid , hal 99.
"9bid, hal 151.
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juga hubungan hukum, sekalipun sifatnya sangatatasb yaitu seperti yang
diatur dalam Pasal 328 yat (2) KUHPerdata disatentlikan bahwa antara si
ayah bilogis dan si anak luar kawin ada kewajibarbal balik untuk saling

memberikan nafkaht’

Untuk bagian anak luar kawin telah diglgan dalam PUTUSAN
Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiaPd8 ayat (1) UU
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal sebgh berbunyi, “Anak
yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyabungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Mahkamah Ktusstimemutuskan
bahwa Pasal itu bertentangan dengan Undang-UndatgnT 1945 dan
dianulir. Bunyi Pasal tersebut diubah menjadi “agakg dilahirkan di luar
perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ikiary&eluarga ibunya
serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang daipatkiikan berdasarkan
iimu pengetahuan dan teknologi dan atau alat blakti menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan pedi#gigan keluarga

ayahnya”.

Dari analisa yang telah dijabarkan di ateeka dapat disimpulkan
menurut hukum pewarisan yang diatur dalam KUHPardzka yang berhak

mendapatkan warisan adalah Istri Pertama : R.A.erdto (Martinah) dan

17 pid, hal 152.
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ketiga anaknya: R.M Sasmito Notokusumo, R.Ay Askitiokusumo, R.Ay
Sri Rukmi Notokusumo. Ketiga Anak Luar Kawin dasiri kedua yang apabila
dapat dibuktikan dan diakui : R.M Mufangat NotokesuR.M Indronoto
Notokusum, R.Ay Widji Lestari Notokusumo. Dalam huok pewarisan
perdata istri kedua R.Ay Moenoto (Karmiasih) tiderhak mendapat bagian

waris.

Untuk kasus ini dikarenakan hampir keselarulpihak ahli waris
beragama islam maka menurut hukum islam berdasd?laal 171 huruf c

Kompilasi Hukum Islam, yaitu mereka yang :

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris

2. Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris)

3. Beragama islam

4. Tidak dilarang undang-undang

Adapun dasar yang menjadi hak untukvams atau dasar untuk

mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-Quy@atu :

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara padem (QA.An-Nisaa:

7,11, 12, 33, dan 176)

2. Hubungan semenda atau pernikahan
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3. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditenal&hnAl-Qur’an

bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pew@is.Al-Ahzab:6)

4. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada pempk@gembangan

Islam meskipun tidak ada hubungan darah (QS. Akahf75)®

Ahli waris dalam Islam ada seorang diaberapa orang yang berhak
mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara basar golongan ahli

waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam a)Ytglongan, yaitu :

a. Ahli waris menurut Al-Quran atau yang sudah ditdan dalan Al-
Qur’an disebut dzul faraa'’idh
b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebubasah.

c. Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhagm.

Menurut analisa yang telah dijabarkan diateaka apabila menurut
Hukum Islam yang berhak mendapatkan warisan adatahPertama : R.Ay
Moenoto (Martinah) dan ketiga anaknya: R.M Sasnhtmokusumo, R.Ay
Astati Notokusumo, R.Ay Sri Rukmi Notokusumo. I¥edua R.Ay Moenoto
(KArmiasih) dan anaknya yang beragama islam R.Madvgat Notokusumo
(non islam) , R.M Indronoto Notokusumo , R.Ay Widjestari Notokusumo

(non islam).

18 Eman Suparmarjukum Waris |ndonesia Dalam Per spektif Islam, Adat, dan BW, Refika
Aditama, Bandung, 2005, hal 16.
119 pid, hal 17.
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Mengingat kedua istri dan hampir seluruhngaagama islam maka
hukum pewarisan yang harus digunakan adalah yasgaiselengan ajaran
hukum Islam. Maka atas dasar tersebut maka sehhlilwaris dalam silsilah
keluarga Raden Mas Moenoto yang beragama islamakenmendapatkan
bagian warisan yang akan diabagi sesuai dengaanapgmbagian hukum

waris islam.

Hambatan kedua terjadi disebabkan karena dengamyadsengketa
antara Pihak Istri Pertama R.Ay Moenoto (Martindé@hgan Istri Kedua R.Ay
Moenoto (Karmiasih) Pihak Pembeli yaitu Bapak Kaw® (Warga Tanah
Keputren) tidak ada inisiatif untuk melakukan gagakepada pihak penjual
yaitu Istri Kedua R.Ay Moenoto (Karmiasih). Bapalarko cs (Warga Tanah
Keputren) selalu pihak pembeli tidak ada inisiatiftuk melakukan gugatan
dan seolah-olah melepaskan haknya atas prose$®gligianah tersebut. Hal
tersebut didasari beberapa alasan yang telah desskampdan diuraikan di atas

pada pembahasan hambatan.

Seharusnya disini warga mengajukan gugatan waspistpada istri
kedua yaitu R.Ay Moenoto (Karmiasih), karena digitiak penjual tersebut
telah dengan nyata tidak melakukan prestasinya gaebpenjual untuk
meleveringtanah tersebut apabila warga telah melunasi pesnbayual beli
tanah untuk selanjutnya dapat dilakukan prose& balina. Meskipun faktanya

dan akan dibuktikan dalam persidangan , R.Ay Mazr{armiasih) selaku
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penjual belum tentu sebagai pemilik tanah dan len@njual tanah keputren
tersebut karena ahli waris belum ditetapkan danabagaris belum dibagi.
Proses gugatan oleh pembeli merupakan haknya Selpmgabeli yang

beritikad baik.

Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa :tieipgerikatan adalah
untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuau, wattuk tidak berbuat

sesuatu.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang uletidpat berupa empat

macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau dilakugann
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidddagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidaktbdilakukannya.

Terhadapa kelalaian atau kealpaan si begutst berutang atau debitur
sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), dmkaa beberapa sanksi
atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tefe bagi debitur yang

lalai ada empat macam yaitu :

Pertama : membayar kerugian yang diderita oletlitkneatau ganti rugi

Kedua : pembatalan perjanjian ataurdaidean pemecahan perjanjian



134

Ketiga . peralihan resiko
Keempat : membayar biaya perkara, kalau samparkdipgkan didepan
hakint?°

Di dalam kenyataan sukar untuk menentukan saatudethikatakan
tidak memenuhi perikatan, karena sering kali kenk@ngadakan perjanjian
pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksangberjanjian tersebut.
Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk nsglakkan prestasi itupun
ditentukan, cidera janji tidak dengan sendirinyaany mudah untuk
menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatah jgada perikatan untuk

tidak melakukan sesuattt

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yanga$aie bahwa
haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan teiggng yang “dirasa”
melanggar haknya atau hak yang diminta itu, tidakundengan sukarela
melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk penengiapa yang benar dan
berhak, diperlukan adanya suatu putusan hukumniDigkim benar-benar
berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memsiaga diantara pihak-

pihak tersebut yang benar dan siapa yang tidakr5&na

120 gybekti,Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakart, 1998, hal 45.
121 Mariam Darus BadrulzamaK,ompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal

19.

122 Retnowulan Sutantiddukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung,
2009, hal 10.
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Dari analisis yang telah dijabarkan taka maka R.Ay Moenoto
(Karmiasih) selaku penjual memenuhi unsur-unsur prestasi yaitu tidak
melakukan apa yang disanggupi atau dilakukannyaAy RMoenoto
(Karmiasih) selaku pihak penjual tidak dapat mekaku prestasinya yaitu
apabila para warga telah melunasi pembayaran jeal tanah keputren
selanjutnya warga dapat menandatangani Akta JelatlBn proses balik nama
sertipikat hak atas tanah. Akibat tidak dapat difremya prestasi oleh penjual
tersebut maka disini warga tanah keputren selakubpk mengalami banyak
kerugian dan disini warga harus mendapatkan gaugfi tersebut dan uang
yang telah dibayarkan warga harus dikembalikan oReWy Moenoto

(Karmiasih) selaku penjual.

Menurut keterangan Bapak Dodik Fertayani,. seb&ggiala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantotaf@han Kabupaten
Tulungagung menyatakan bahw&*Agar pemasalahan ini selesai, para warga
seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan agat siegmperoleh haknya,
bila tidak ada gugatan ke Pengadilan, sampai kaapmses balik nama tidak
dapat dilakukan dan Kantor Pertanahan Kabupatam@abung, dalam hal ini
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung juga tidgat berbuat melebihi

kapasitasnya.

123 Hasil wawancara dengan Bapak Dodik Fertayanikadf@pala Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara
Pertanahan, Kantor Pertanahan Kebupaten TulugaBadg Tanggal 20 Oktober, Pukul 14.00 WIB
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Namun dari fakta yang telah didapatkan, warga tédegdutren yaitu
Bapak Karno cs (Warga Tanah Keputren), memilih resaiakan kasus ini
melalui musyawarah rapat terbuka dengan menghads&hrruh warga yang
terlibat, perwakilan dari pihak ahli waris daririggertama dan ahli waris istri
kedua beserta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanaltarkatan Tulungagung

dan Lurah Kelurahan Kampungdalem.

Menurut Bapak Endro Selaku Lurah Kelurahan Kampategd Hasil Rapat

pada saat itu memutuskan bafffa

1. Warga tetap boleh menempati tanah keputren tersgauttanah keputren

yang sudah di belinya.

2. lIstri Pertama (R.Ay Martinah) tidak menghendakil joeli tanah keputren
dan tidak mengehendaki pengurusuan SKW (Surat &sgen Waris). Jadi
Sertipikat tanah tidak dapat dipecah oleh karenawiarga tidak dapat

melakukan proses balik nama

3. “SURAT PERJANJIAN, PELEPASAN HAK”, sebagai suratnta
kepemilikan hak atas tanah. Namun bukan merupakéti tertulis yang

dapat digunakan untuk proses balik nama

124 Hasil wawancara dengan Bapak Dodik FertayaniakseKepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan KebupategdgungPada Tanggal 20 Oktober, Pukul 14.00
WIB



137

4. Apabila warga ingin menjual tanah keputren tersettapat dilakukan
melalui Kepala Kelurahan Kampungdalem, dengan aldarat
‘PERJANJIAN JUAL BELI BANGUNAN DI ATAS TANAH
KEPUTREN” . Namun untuk saat ini Bapak Endro selbktah Kelurahan
Kampungdalem tidak menyetujui apabila ada pihakgyarenginginakn
jual beli bangunan diatas tanah keputren dikaremaieamah keputren

tersebut tidak jelas kepemilikannya menurut hukum.

5. Setiap bulan warga sudah tidak di bebankan biayakumembayar uang
sewa, karena uang yang telah masuk kepada paravah$ tidak dapat

diambil kembali.
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BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kgsulan :

1. Proses Balik Nama Di Kantor Pertanahan

Penyerahan berkas permohonan balik nama harussailakan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanggamiakta tersebut.

2. Hambatan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Haks Alanah Melalui

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

1. Hambatan dalam kasus pertama dalam PPJB (Perjdgiagikatan Jual
Beli) tidak ada klausula tentang proses balik nalma tidak ada kuasa

menjual, penjual tidak diketemukan dan kekurangakds SKW.

2. Hambatan dalam kasus kedua pada saat jual belipaptlik pertama
kepada pemilik kedua tidak dituangkan dalam peganual beli secara

tertulis dan penjual pertama (Maridjo) tidak dikatéan.

3. Hambatan dalam kasus ketiga adanya sengketa kégsmmadntar ahli

waris dan para pembeli tidak ada inisiatif melakugugatan.
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3. Upaya Penyelesaian Dalam Mengatasi HambatanmD&eses Balik Nama

Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Peatak Jual Beli :

1. Upaya penyelesaian kasus pertama menghadirkan pkajual dan

permohonan penetapan ahli waris.

2. Upaya penyelesaian kasus kedua pemilik tanah hdihedirkan dan

seharusnya pihak pembeli tanah kedua melakukartajuga

3. Upaya penyelesaian Kasus Ketiga pihak penjual m&kk Permohonan

Fatwa Pengadilan Agama dan seharusnya para waigkukan gugatan.

SARAN

1. Untuk Masayarakat :

Masyarakat harus lebih memahai tentang Pendaffsgealihan hak tas tanah
sepeti yang telah diatur didalam Pasal 37 ayaPétaturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang naikayasebagai berikut :

(1) “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuarah
susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, psmkan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, ylaan
dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta ydroyat
oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peratura
perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan aturan diatas maka dan setiap peralihan dtak tanah harus

didaftarkan dan tidak boleh melakukan jua beli tameelalui PPJB (Perjanjian



140

Pengikatan Jual Beli) , karena jual beli tanah mel®PJB (Perjanjian

Pengikatan Jual Beli) akan menimbulkan banyak psamahan.

. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung :

Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi Hantor Pertanahan
Kabupaten Tulungagung harus dapat berlaku lebilastaghtuk membatasi
masyarakat yang melakukan jual beli tanah melal&®JB? (Perjanjian

Pengikatan Jual Beli) .

. Untuk Notaris :

Untuk para notaris agar lebih berhati-hati dalamipgatan PPJB (Perjanjian

Pengikatan Jual Beli).

. Untuk PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Untuk para PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) adpin berhati-hati dalam
pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada KPé&Banjian Pengikatan

Jual Beli).
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tendabatan Notaris
Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006 TenRergdilan Agama.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Taeniea Materai
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun T®Afang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun T@ang Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonisiaor 24 Tahun 1997 Tentang
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